TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DARI PASANGAN NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS DI DESA JAMBON KECAMATAN PEDAN KABUPATHE KLATEN)

II||||||1||||||I
M

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :
M. QOMARUDDIN
0435 0064

PEMBIMBING :

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2009



ABSTRAK
Pernikahan sirri masih menjadi fenomena sosial yaogup marak dalam
masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadlach masyarakat yang awam
terhadap hukum, akan tetapi tidak jarang pula dkak oleh mereka yang sudah
memahami hukum, baik hukum Islam maupun hukum ifoBit Indonesia nikah
sirri bisa dikategorikan ke dalam empat faktorgaésmtung faktor pemicunya
antara lain; berbenturan dengan aturan yang be¢takwm positif di Indonesia),
faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor tradikiebanyakan mereka beranggapan
bahwa praktek nikah sirri diperbolehkan dalam Islaehingga mereka merasa
tidak ada unsur dosa apabila melaksanakannya. Elenehkniliki motivasi yang
berbeda-beda dalam melaksanakan nikah sirri. Phd@kah yang mereka
lakukan ini akan memunculkan beberapa persoalag ielak akan merugikan
anak dan pihak perempuan, apabila berbuntut depgareraian maka timbul
masalah tentang pembagian harta bersama. Oleh akdingnbagaimana para
ulama’ dan tokoh masyarakat di Desa Jambon Kecam@tmlan Kabupaten
Klaten menanggapi permasalahan seperti yang dikekamkdi atas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangaeld( research, yakni
penelitian di mana obyeknya adalah peristiwa fdkyamg ada di lapangan di
Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, itRenahi membahas
bagaimana pembagian harta bersama dari pasangangiik ditinjau dari hukum
Islam. Sumber data yang digali dalam penelitianamiara lain; al-Quén yang
merupakan sumber hukum Islam dan UU No. 1 tahud $8#Ag berkaitan dengan
nikah sirri dan pembagian harta serta hasil wawandangan ulama’ setempat
dan masyarakat dan buku-buku yang relevan dengaelifien yang dibahas.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan weavan observasi dan
kepustakaan yang merupakan rujukan untuk mengandtiasil penelitian.
Pendekataan yang digunakan dalam penelitian inlabdpendekatan yuridis
normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan psalhan yang diteliti
berdasarkan pada aturan Undang-Undang, yurisprudtms melihat praktek
pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat sebggéa gesial. Sifat penelitian
ini adalah deskritif analisis. Teknik analisis, p@sun mencoba mengumpulkan
data yang terdapat dalam wawancara terhadap olamek melakukan nikah sirri
berikut pembagian harta bersama dan beberapa ma&ayaentang status hukum
nikah sirri secara umum, selanjutnya berdasarkaia gang ada penyusun
berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yaegsitat khusus menjadi
sebuah kesimpulan yang lebih umum.

Hasil analisis bahwa para ulama’ dan masyarakaaraegaris besar
mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah secaemagnamun status
pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, kaplnya adalah adanya
pembagian harta dari pasangan cerai tersebut,. uhdgang termasuk harta
bersama adalah harta yang diperoleh selama perdawpasangan nikah sirri
bercerai dan mengakibatkan adanya polemik dengasalataharta bersama, yang
mengacu pada pembagian dengan cara kekeluargaaditdgau dari hukum
Islam dan hukum adata/-A’dah al-Muhakkamah (ASs< 32)) yang menjadi
salah satu asas dalam yuridis Islam. Pertimbandmmal di dalam memutus
perkara pembagian harta bersama adalah untuk nekeip keadilan dan
kemaslahatan bagi para pihak.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yawgpakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat kepantbersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik iedi@ Nomor: 158/1987

dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Latin Keterangan

Tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
‘el
‘em

Xi



nan ‘en
wawi w

ha’ ha
hamzah apostrof

ya’ Ye

B. Konsonan Rangkap KarenaSyaddahditulis rangkap

ditulis
ditulis
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulish
ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Argng sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salagt zin sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta badeaatua itu terpisah,

maka ditulis dengah.

ditulis

U
M

3. Bila ta’ marbutahhidup atau dengan harak&tthah, kasraldandammah
ditulis t atauh.

ditulis

|
M
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D. Vokal Pendek

fathah

kasrah

dammah

E. Vokal Panjang

F. Vokal Rangkap

A
fa’ala
i
zukira
u

yazhabu

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisakan dengan

apostrof

ditulis
ditulis

ditulis
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan hurdf “

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyaldlitulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyalyang mengikutinya, dengan menghilangkan hugef) nya.

ditulis

ditulis

I.  Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ditulis
ditulis
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah SWT telah menciptakan alam beserta isinyditiedari dua jenis,
yakni jenis laki-laki dan perempuan dengan kata Adlah SWT menciptakan
segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Kebegaasmengandung
persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedharug diketahui agar
manusia dapat bekerja sama menuju cita-cita kensanyssebagaimana

dijelaskan dalam al-Qur'an :
0y S (Sad e g Ll p s ST e

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antasadan wanita untuk
hidup berpasangan atas dasar agama, adat istaddtirtlang-undang. Oleh
karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilskata pada moral etika
agama. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tep@rk@winan Pasal 1
dijelaskan: “perkawinan adalah ikatan lahir batmasa seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanbeetuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketohéarag Maha Esa.

Selama ini persepsi yang kuat terhadap pernikakdatala suatu yang
sakral dan sangat manusiawi, sebab seicdiern pernikahan dibangun atas

dasar komitmen bersama oleh kedua pasangan untukelihara dan

! Az-Zariyyat (51): 49.



melanggengkan pernikahan tersebut. Dengan meny&dibihan ataupun
kekurangan dari masing-masing pihak tersebut, mieberlakuan atau
anjuran pernikahan untuk mengembang-biakkan suatergsi sangatlah
dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan AMIT dalam Firman-

Nya yaitu:

S.s)_»v_i;_ﬁ‘}».-) L@.:Jl ‘M L%\))T MTUAV_{J& OTA.IJU.A}
‘O;J.{\é.g(aﬂqf}!:ﬂbg;c;ide)j

Jelaslah bahwa bagi orang yang berfikir tentu akemilih menikah
daripada hidup bersama tanpa nikah ataupun melaksiéks bebas, karena
Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia sepertikhiak lainnya, yang
bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antdidaki dan perempuan
secara anarki dan tidak ada landasan yang mengatuBemi menjaga
martabat dan kemulian manusia, Allah SWT menetapk&um perkawinan
yang sesuai dengan martabat manusia.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan

o i e Ey b bl z g5 Ty haily e s TUT ol UT (S

2Ar-Rum (30): 21.

% Abu Dawud Sulaiman, Sunan AbiDawud, Kitab anNikah, bablstijab anNikah (ttp: Dar
al-Fikr. t.t), lll:61 . 2487. Hadis Diriwayatkanedl Anas bin Malik.



Konsekuensi logis adanya akad nikah menimbulkardaakkewajiban
antara suami istri, baik mengenai hak kebendaampate hak bukan
kebendaan. Kehidupan suami istri akan berlangsorapadamai dan diliputi
oleh rasa kasih sayang, saling mencintai dan megahdika masing-masing
pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagenmyang telah
digariskan oleh agama dan Undang-undang. Namunilapatah satu pihak
dari suami atau istri atau bahkan kedua-duany telaksanakan hak dan
kewajiban tersebut maka akibatnya terjadi kesaldtaman, perselisihan,
pertengkaran dan kebencian di antara meteka.

Di Indonesia fenomena perkawinan sirri masih bangdkkukan
orang, baik mereka yang melakukan karena faktdisiraekonomi, psikologi,
perbenturan aturan formil ataupun yang lainnyak&einan sirri memiliki
arti perkawinan secara diam-diam atau secara mahasig dilakukan oleh
sebagian masyarakat, baik secara agama maupun tetigt tidak sah
menurut sistem perundang-undangan negara. Perkawsimd cenderung
sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidgk, leehingga hal itu
menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, kefaarganya terbebani
oleh permasalahan yang akan muncul di kemudianseperti kesan negatif
tetangga, suami tidak tanggung jawab, akte kelahidan pembagian

warisan®

* Kamal Mukhtar,Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawigdakarta: Bulan Bintang,
1974), him. 183.

® Mochamad Sodik (edt)Telaah Ulang Wacana Seksualitaset. ke-1, (Yogyakarta:
Kerjasama PSW |AIN dengan Depag. Rl dan McGill-IFEESIDA, 2004), him. 258-259



Untuk menciptakan ikatan yangisagan ghaliza (ikatan yang kokoh),
selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)NGL1/1974 tentang
perkawinan juga harus dipenuhi Pasal 2 ayat (2hiytntang pencatatan
perkawinan dengan tujuan untuk menjalin ketertidan kepastian hukum.
Akan tetapi dalam perakteknya, sampai saat ini Imasering terjadi
pernikahan-pernikahan yang bermasalah (tidak didditgpegawai pencatat
nikah). Pernikahan atau perkawinan yang semacadi masyarakat biasanya
dikenal dengan sebutan nikadirri.® Kasus demikian biasanya muncul di
antaranya disebabkan oleh kurang sadarnya masyawakek mencatatkan
pernikahan di pegawai yang berwenang.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka sudahgbgmatu akan
terdapat kepastian hukum dalam suatu perkawinang&ye demikian maka
jelaslah perkawinan tersebut baik bagi yang beia#ag maupun bagi orang
lain. Apabila pencatatan dalam perkawinan tidakakdikan, hal ini akan
menyebabkan lemahnya hukum dalam perkawinan jilda pruatu ketika
timbul permasalahan dalam rumah tangga semisal ggarb harta ketika
terjadi perceraian.

Hingga saat ini dikalangan masyarakat masih batsaidi pernikahan

yang belum dicatat sebagaimana yang telah ditentakeh UU yang berlaku.

® Tidak ada definisi yang baku mengenai pengertikatrsirri, akan tetapi sering difahami

dari kata-katasirri yang berasal dari bahasa ‘Arab yang bermakna Siahekemudian difahamai
bahwa nikalsirri adalah “nikah rahasia”, yakni nikah yang disahkanara agama, akan tetapi
tidak diumumkan dan tidak tercatat di lembaga yeergvenang.

" Jika suatu keluarga terjadi perselisihan anta@mstistri, maka dalam Islam sangat

dianjurkan untuk melakukan perdamaiala/4s) antara keduanya. Apabila di antara keduanya
sudah tidak dapat disatukan lagi, maka dalam Istaembolehkan perceraian sebagai jalan
terakhir meskipun perrbuatan tersebut dibenci Allah



Dengan adanya perkawinan di bawah tangan ini, markan ketidakpastian
hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinanebets dan akan
berpengaruh terhadap beberapa hal, antara laindk&en suami istri dalam
perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalarkapénan, kedudukan
harta bersama dalam perkawinan.

Pengaturan harta bersama merupakan persoalan @énimmg dalam
perkawinan, terutama untuk membedakan harta bersgmng dihasilkan
dalam perkawinan dengan harta bawaan masing-masetain untuk
mengatasi persoalan yang akan muncul apabila tepatusnya ikatan
perkawinan, juga untuk melindungi istri dari kemkingn gugatan dari
keluarga suami atau kemungkinan hak-hak yang dii@ngleh suami.

Masalah harta bersama atau yang lebih popular desghutan harta
gono-ginf sering menjadi isu hangat di masyarakat kita. fBema
pemberitaan perceraian di kalangan sejumlah oraamy ymenjadi publik
figure yang pada akhirnya menyita perhatian meldeésus-kasus perceraian
mengenai pembagian harta gono-gini di kalangas atfiu pejabat sering di-
blow upoleh media massa.

Pasangan suami istri yang telah bercerai justruakemdiributkan
dengan masalah pembagian harta gono-gini yang nwerteakenal rumit,

kemudian masalahnya menjadi semakin pelik dengancutmya problem

8 Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawisng dihasilkan oleh pasangan
suami istri secara bersama-sama selama masa peakamiasih berlangsung, yang tidak termasuk
dalam kategori harta gono-gini adalah harta yamgerdieh atau dihasilkan sebelum masa
perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaanr{sépénya harta warisan) atau harta milik
pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinantghperolehan, harta hibah, hadiah, dan
sedekah), pendapat ini berdasarkan hasil wawartoabas dengan Bapak Aris selaku tokoh
ulama’ setempat, di kediamannya pada tanggal 25#g2008.



legalitas perkawinah, yakni pasangan suami istri yang bercerai status
perkawinannya tidak diakui secara yuridis atau hukpositif (UU yang
berlaku), karena tidak tertulis/tercatat di pihang berwenang (nikasirri),

dan tak jarang keributan-keributan itu selalu hergjpada semakin panasnya
sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahalekaguga dipusingkan
dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing piakitkg smengklaim
bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah hasteo-gini lebih besar
dibandingkan pasangannya.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besgperti Jakarta,
tetapi juga di kota-kota kecil ataupun daetaHal serupa juga terjadi di Desa
Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, yaag jadang terjadi kasus
pembagian harta bersama baik yang dilakukan olsargan suami istri yang
legal (tercatat oleh pihak yang berwenang) maupiegail (nikah sirri).
Seperti belakangan ini yang terjadi pada pasangamisistri di Desa Jambon,
Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Didalam UU Perkawinan yaitu Pasal 37 dijelaskan:
“Apabila perkawinan putus karena perceraian, haetgsebut diatur

menurut hukum masing-masing, bahwa yang dimaksédrhumasing-

° Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 terkandungsmalbahwa tidak ada perkawinan di
luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-mathads yang melangsungkan perkawinan.
Maka dengan ketentuan tersebut orang yang beralgena perkawinannya dianggap sah apabila
perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan Sydsiaim dan hukum positif.

0 “Harta Gono-Gini Dalam Kehidupan Rumah Tangga, tp:hf/www.e-Psikologi.com
/keluarga/sengketa,htm. Akses tanggal 15 Maret 2008



masing dalam Pasal 37 ini adalah hukum Agama, hukdat dan
termasuk hukum-hukum yang lainriya

Dengan demikian hukum agama dan hukum adat ternizesgin dari
sistem hukum yang ada di Indonesia. Dari beberapglasan di atas kiranya
sangat menarik untuk mengkaji masalah pembagiata haersama dari
perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikelealgan sebutan nikah
sirri yang mana perkawinan tersebut putus karena p&nera

Berangkat dari fenomena di atas penyusun tertamikiku melakukan
sebuah penelitian dengan rumusan judul: “Tinjauakurh Islam Terhadap
Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah' $8tudi Kasus di Desa
Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten).

Hal ini didasari dengan adanya beberapa alasam,) ysmmbahasan
mengenai pembagiamarta gono-gini sangat penting dalam kehidupan huma
tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan,ggqueraan, dan
pembagian harta gono-gini. Jika ternyata hubungarkawinan pasangan
suami istri itu “bercerai”, baik karena percerai@maupun kematian. Maka
untuk pembagian harta bersama tersebut, merekd Igt@milih untuk

menyelesaikan dengan menggunakan hukum adat ddmlaagéinjau dari

1 UU No0.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 37

12 Nikahsirri yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nikah yetegh memenuhi ketentuan

rukun dan syarat sebagaimana yang ditetapkan @ama akan tetapi dirahasiakan, sehingga
dalam istilah lain disebut sebagai nikah di bawarigén. Perkawinan jenis ini dirahasiakan baik
dari masyarakat atau aparat yang berwenang ( pégaweatat nikah ). Sedangkan Hukum Islam
di sini adalah hukum perdata Islam yang spesiatigasadalah hukum keluarga atau dalam istilah
figihnya disebufigih munakhat.



hukum Islam hal ini diperbolehkan, selama bertujuamtuk mencari

kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang bekatarg

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makekpuoasalah yang
dibahas dalam skripsi ini :
1. Bagaimana Pembagian Harta Bersama dari Pasangah Siki di Desa
Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap PembagemaHBersama
dari Pasangan Nikah Sirri di Desa Jambon, Kecanfagaian, Kabupaten

Klaten?

C. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta berdarhpasangan
nikah sirri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabopdaten.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadapp@gian harta
bersama dari pasangan nikah sirri di Desa Jambecardatan Pedan,
Kabupaten Klaten.

2. Sedangkan kegunaannya adalah:

a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetatantang

fenomena nikah sirri, agar masyarakat mangetalgaibveana dampak

nikah sirri (tidak ada lagi yang melakukan nikatni sersebut).



b. Secara aplikatif, sebagai sumbangan pemikiran dal@ngka
menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dglindigmu

syari’ah khususnya dalam bidang/diwal asySyakhsiyyah.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi Thahariyah“Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawitn isinya secara umum
pembagian harta bersama dalam perkawinan yang salurat agama dan
UU, adapun perbedaan dengan skripsi yang penyusikatadalah mengenai
pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri.

Skripsi Abdul Basit“Tijauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah
Sirri Di Indnesia”** Skripsi ini difokuskan pada deskripsi mengenai
fenomena nikah sirri yang makin marak di Indonésimudian dianalisis dari
sudut pandang hukum Islam

Sejauh yang penyusun ketahui dari beberapa kamjahlyang ada

dalam bentuk skripsi, belum ada yang menitikberatkada pembahasan

pernikahansirri yang ada di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten

Klaten yang berujung pada pembagian harta darngasanikalsirri tersebut.
Penelitian ini menitikberatkan pada problem sergkiearta bersama dari

pasangan nikahirri ketika terjadi perceraian, kebanyakan masyarakatraw

13 Thahariyyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap PernimagHarta Bersama Dalam
Perkawinan”, skripsi tidak diterbitkglY ogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

14 Abdul Basit, “Tijauan Hukum Islam Terhadap StaNigah Sirri Di Indnesid,skripsi
tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijag2002)
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mereka menyelesaikan masalah pembagian hartastigedla dengan hukum
adat atau secara kekeluargaan dan pengarahan |para’ yang berada di

sekitarnya.

E. Kerangka Teoretik
Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai dan naalsebuah
lembaga perkawinan yang didasarkan cinta dan kesjang dengan tujuan
yang mulia untuk membentuk keluargakinah, mawaddahdan rahmah.

Sebagaimana firman Allah SWT.
@ O) Ay 5390 oSy ooy Ll 15K bl 5T oSl 0 ST 3l O T e
0y S et oY el

Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-ordauk
memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tdaohiwanya, melainkan
untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikapgsaiengayomi di antara
suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayamg mendalartt Sebuah
perkawinan yang dilandasnmawaddahdan rahmah akan tercipta suatu
bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh kelaamagieskipun banyak
problematika kehidupan yang menggoyahkan keutubamah tangga yang

didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baikatgtghg kedua belah pihak

15 Ar-Ram (30) : (21)

6 Mohammad Asnawi,Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaacet. ke-1,
(Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo, 2004), th9.
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antara suami istri dalam mempertahankannya. Akapitédak terlepas untuk
senantiasa berlindung kepada Allah SWT.

Perkawinan merupakan sarana yang ditetapkan AlAMT Sebagai
jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan demetihara kelestarian
hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakyemanannya dalam
mewujudkan perkawinalf. Perkawinan juga merupakan peristiwa penting
dalam kehidupan di masyarakat. Dengan adanya perawang sah antara
laki-laki dan wanita sebagai suami dan istri yaagadi secara terhormat,
maka di antara mereka dihalalkan berhubungan skeksua

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggapagabila
memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baikg yarenyangkut kedua
belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan pumauyang
berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tefSebut.

Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinang yaah
merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukaryahalisaksikan oleh
tuhan, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepadaNidam telah
menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untukagarkehormatan dan
keturunan seseorang dari kenistaan serta memelkemacian masyarakat.
Nabi Muhammad saw memandang keluarga sebagai selngdtur tertentu

di dalam masyarakat, beliau memberikan teladan atengenganjurkan

pid., him. 20.
18 As-Sayyid SabigFigh as-SunnakBeirut: Dar al-Fikr, 1983), VI: 9.

19 Khoiruddin Nasution Hukum Perkawinan | tentang Relasi Suami Jstet. ke-1,
(Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), him. 29
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pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perkawisanta melestarikan
tradisi®

Nabi Muhammad Saw. menganjurkan kepada umat maragaa
perkawinan dilakukan dengan sangat legal, setelgdras dan rukun
perkawinan telah terpenuhi, dilaksanakan secataukar dan menyiapkan

walimah (pesta) nabi bersabda:

2L hull ade 1 o)y oLl (o ety - K1 s | il

Di Indonesia fenomena perkawinan sirri masih bany#kkukan
orang, baik mereka yang melakukan karena faktdisiraekonomi, psikologi,
perbenturan aturan formil ataupun yang lainnyak&emnan sirri memiliki
arti perkawinan secara diam-diam atau secara mhasig dilakukan oleh
sebagian masyarakat, baik secara agama maupun tetlj tidak sah
menurut sistem perundang-undangan negara. Perkawsite cenderung
sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidgk, lsehingga hal itu
menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, kefaarganya terbebani
oleh permasalahan yang akan muncul dikemudiandegerti kesan negatif
tetangga, suami tidak tanggung jawab, akte kelah@tan pembagian warisan

Mengingat pentingnya masalah perkawinan ini, Pantei
mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang NonT@hiin 1974 tentang

Perkawinan yang dimaksudkan supaya perkawinan isdsangan tujuannya

20 Husen Ali TurhamainBimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Raha
Emansipasicet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), him.60

1 Abi ‘Isa Muhammad Ibn Sah al-ami’ as-Sabh, Sunin Tirmiz, (Beirut: Dar al- Fikr,
1414/1994), 11:347, hadist dirawikan olehisyah
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yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahadan kekal
berdasarkan Ketuhanan yang Maha E8a”.

Sedangkan nikah sirri jelas-jelas telah menghilangiasa tenang dan
tentram di antara keduanya karena terdapat unbasia di dalamnya, oleh
karena itu, peristiwa perkawinan sebagaimana pgadtukum lainnya tidak
lepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitapi ketiganya memiliki
konsekwensi atau akibat hukum yang tidak sama bgh6t Ketiga elemen
tersebut adalah:

Pertama, hukum materiil (hukum yang merupakan substansi dari
ketentuan hukum itu sendiri), perundang-undangamg yaerlaku. Keduag
Hukum formal (hukum formil, yang merupakan aturaocedural dari suatu
tindakan hukum), yakni pernikahan harus dilakukanha@dapan Pegawali
Pencatat Nikah sebagai instansi yang bertugas, amersy, dan membantu
pernikahanKetiga hukum Administrasi (yang merupakan tindakan-tikaae
administrative untuk menguatkan atau sebagai batds terjadinya suatu
perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatamkahan ke dalam buku
akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahmyakuyang bersangkutan.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan yandksditeakan
dengan memenuhi ketentuan ketiga elemen terseiatakan telah sah dan

mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kehenda&ngrdndang yang

22 YU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

% Riduan SyahranSeluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perd@lakarta: Pustaka Pelajar
2003), him. 9
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berlaku (hukum positif). Sebaliknya, perkawinan gatilaksanakan dengan
tidak memenuhi ketentuan ketiganya, atau salahngaiumaka akan

membawa konsekuensi bahwa perkawinan tersebuthadatat hukum, tidak

memiliki kekuatan hukum, dan karenanya tidak meataperlindungan

hukum. Dari sinilah arti pentingnya pernikahan yasguai dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan sebagai sebuah smpadiila terjadi perceraian,
dalam pemenuhan ketiga unsur dalam hukum posipitae perkawinan

Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam dan diigilpelaksanaa aturan
kenegaran seputar perkawinan dalam hukum positifjdtah didasarkan pada
para penegak hukum yang arif dan menjunjung tirggium, dalam hal

memberikan sebuah kebijakan, termasuk mengenakpbem.

Maka melalui perkawinan suami istri terikat dalaoatsi perjanjian
untuk hidup bersama dalam membina rumah tanggantadaa hasil
kebersamaan antara suami istri itu adalah beruga banda yang diperoleh
selama dalam perkawinan adalah harta bersama.

Pembagian harta bersama merupakan persoalan cekiing dalam
perkawinan, terutama untuk membedakan harta bersgng dihasilkan
dalam perkawinan. selain itu, untuk mengatasi @dasoyang akan muncul
apabila terjadi putusnya ikatan perkawinan, jugtukimelindungi istri dari
kemungkinan gugatan dari keluarga suami atau kekmzg hak-haknya
dilanggar oleh suami.

Di dalam UU Perkawinan Pasal 37 dijelaskan “ bigskawinan putus

karena perceraian, harta tersebut diatur menurktirhoya masing-masing.
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Dalam Pasal 37 dijelaskan yang dimaksud denganrhka masing-masing
adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainngagath demikian
hukum agama dan hukum adat termasuk bagian dam $iskum yang ada di
Indonesia.

Penyelesaian pembagian harta bersama bagi oraamg tslerupakan
kewenangan dari Pengadilan Agama. Pengajuan guarém bersama bisa
dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraiamiajaidan setelah gugatan
perceraian diputus. Pembuktian mengenai pembaggata bbersama harus
dilakukan dalam persidangan, hal ini bertujuan dgeata bersama bukan dari
harta asal atau harta bawaan.

Hakim sebelum persidangan berlangsung atau padgpsesadangan
wajib mendamaikan para pihak, jika tidak dapat ehd&an maka sidang
dapat dilanjutkan. Apabila para pihak ingin menemplan damai pada saat
persidangan berlangsung maka hakim wajib mengabulka

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menteamirasa
keadilan termasuk memutus gugatan pembagian harsarbha. Pembagian
harta bersama yang terdapat dalam KHI Pasal 94 gaiimi isteri masing-
masing berhak mendapat seperdua harta bersamaanddémgkembangnya
jaman sudah tidak mencerminkan rasa keadilan apaéri bekerja di luar
rumah dan berpenghasilan lebih besar berarti sextaraatis ikut berperan
dalam menghasilkan harta bersama.

Hakim dalam memutus perkara hendaknya harus memngguonhati
nurani dan harus peka terhadap perkembangan. Aghritin terwujud

seharusnya Hakim diberi kebebasan dalam memutksnaeagar putusannya
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mencerminkan rasa keadilan. Hakim harus bijaksaréa smampu untuk
memutuskan dan menafsirkan suatu perkara yang badianketentuan hukum
yang mengaturnya.

Salah satu kaidah yang digunakan dalam pembagiga barsama
berkaitan dengan hukum adat dalam ushul figh dafdtan dengafe/-A dah
al-Muhakkamah (*<Ssd 3:)) yang menjadi salah satu asas dalam yuridis
Islam yakni bahwasanya keberadaan adat dapat menjadadandsuatu
hukum, sebagai manifestasi dari interaksi hukumnistiengan realitas sosial
masyarakat yang bermakana bahwa adat (tradisi) pakan variabel sosial
yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adaa bmempengaruhi
materi hukum secara proporsional. Hukum Islam tidamposisikan adat
sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun $ikhga, memberikan ruang
akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilataranlain yang
menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif temsehukum Islam
menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandnsur-unsur yang
dapat menjadimadarat (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan
merugikan) bagi ummat Manusia. Sehingga dalam p#skegannyaal-‘urf
atau tradisi secara general meliputi tradisi bailk'rf al-sahih) dan tradisi
buruk @l-‘urf al- 7asid). Dalam konteks ini, tentu sagé-‘urf bermakna segala
sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik:'#aik” di sini adalah sesuai

dengan tuntunan wahyu.
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Hendaknya harta yang diperoleh dalam perkawinamundgikan
sebagai tali perekat dalam rumah tangga bukan aelpegmghancur rumah
tangga karena perlu diingat harta adalah milik AE&NT dan sebagai hamba
Allah SWT wajib mempertanggungjawabkannya dan ngamga. Apabila
terjadi sengketa mengenai pembagian harta bersabekaya diselesaikan
secara kekeluargaan sehingga tidak perlu disekesalk Pengadilan karena
bagaimanapun penyelesaian secara kekeluargaanletibnbaik dan antara
suami isteri tidak perlu bersaing dan bermusuhdokumendapatkan bagian

harta bersama.

Jadi bahasan yang dikaji oleh penyusun lebih skes$i&pada,
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembag#ata bersama dari
pasangan nikah sirri (Studi kasus di Desa Jambooarkdatan Pedan

Kabupaten Klaten) .

Kasus di sini adalah pernikahan sirri ketika cedan bagaimana
pembagian hartanya, kebanyakan masyarakat awamefsaikan masalah
pembagian harta bersama melalui hukum adat atarassé&ekeluargaan dan

para ulama’ yang berada di sekitarnya.

Dengan asumsi tersebut, penyusun mencoba memecalekemapa
persoalan yang terangkum dalam pokok permasalatdmngga akan

mendapatkan jawaban yang diharapkan.
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F. Metode Pendlitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di, at@stuk
memudahkan data, fakta dan informasi yang akan omgkgpkan dan
menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, ymmy menggunakan

metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ddagenelitian
lapangan field research yaitu penelitian langsung ke tempat yang
menjadi objek penelitian untuk memperjelas kesesuantara teori dan
peraktek, dengan menggunakan data sekunder. Sedaagjek penelitian
ini adalah pembagian terhadap harta bersama dsaingan nikalsirri di
Desa Jambon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakrpenelitian yang
bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta s@dga untuk mencari
dan menata secara sistematis dan akurat data tmemelkemudian
dilakukan penelaahan guna mencari makn®enelitian ini ditujukan
untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yargitljtyaitu pembagian
harta bersama dari pasangan nikgtri di Desa Jambon Kecamatan
Pedan, Kabupaten Klaten untuk kemudian dianalieisgdn kerangka
teoretik yang telah dirumuskan.

3. Teknik Pengumpulan Data

24 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikédakarta: Bumi Aksara,
2006), him. 47.
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Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatoelp@n
diperlukan adanya suatu metode. Pengumpulan datg déerlukan
dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui tékteknik sebagai
berikut :

a. Observasi

Pengamatan atau pencatatan secara sistematisaprfeatmena-
fenomena yang diselidik?. Metode ini mengamati secara langsung
terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitepersi mengamati
tentang kondisi secara umum dan khususnya tentargrfena nikah
sirri dan pembagian harta bersama dari pasangan sikaldi Desa
Jambon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

b. Interview(wawancara)

Metode interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan
jalan bertanya jawab secara langsung kepada pe@kipihak-pihak
yang terkait denganya. Penyusunanan skripsi injsamng mengacu
pada nara sumber, yakni pasangan suami istri dahrsirri di Desa
Jambon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dengabadae
pertimbangan dan demi keamanan responden sertpakesan yang
telah di sepakati, penyusun menyembunyikan identitaa sumber.

c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengendiahatau

literatur yang berupa catatan, transkrip, bukuatskabar, majalah,

% sutrisno HadiMetode ResearclfYogyakarta: Andi Offset, 1989), I: 136.
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prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan setagai Adapun
maksud metode ini guna mendapatkan data tentangraaidokumen
yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang barkaiengan
kajian yang dibahas.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggungkamdekatan
normatif sosiologisyakni penelitian dengan mendasarkan pada al-Qur'an
al-Hadis dan melihat peraktek pelaksanaan hukunamisidalam
masyarakat sebagai gejala sosial lainfiya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan meioalesd®
kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif pekdtan penelitian lebih
melihat pada proses daripada produk dari obyeklipi@ne Dalam hal ini
penyusun melihat proses yang dilakukan dengan mettiapan-tahapan
metode berfikir dedukti#® dan indukif :

a. Metode Deduktif, yaitu menganalisa dari data yamegsifat umum

mengenai fenomena nikairri dan pembagian harta bersama dari

26 guharsimi Arikunto,Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Prakflekarta: PT.
Rineka Cipta, 1993), him. 78.

27 Abuddin NataMetologi Penelitian Islamcet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),
him. 38.

%8 Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendagratkmu pengetahuan ilmiah dengan
mengadakan pemerincian terhadap obyek yang ditéétigan jalan memilah-milah antara
pengertian yang satu dengan pengertian yang ldirk .sekedar memperoleh kejelasan mengenai
halnya. Lihat Sudartdyletode Penelitian Filsafglakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 47-
59

29 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat-sifat suatu individu, keadaan, gejala
atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frediuatau penyebaran suatu gejala dengan
gejala lain dalam masyarakat.
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pasangan nikahsirri dengan menggunakan pengetahuan umum
mengenai pembagian harta, kemudian ditarik suatimiilan khusus
tentang implikasi dari kasus tersebut.

b. Metode Induktif, yaitu penganalisa dari data yaregsifat khusus,
mengenai prosedur hukum Islam dalam menangani emobl
pembagian harta atau implikasi-implikasi yang mudndemudian
diambil kesimpulan bersifat umum, yaitu mengen&ahisirri dan

pengaruhnya terhadap pembagian harta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum darpenemadah
pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematikbghasan dalam lima
bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan rumusan awal yang berisikan latar be{pka
masalah, yang merupakan pemaparan tentang alazagkdinya judul dan
ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan rumusaasalah yang mencoba
merumuskan pokok masalah dari penelitian ini, kdamuchemaparkan tujuan
dan kegunaan, kemudian telaah pustaka, yang mskegglaseberapa jauh
penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam sébpanelitian sebelumnya.
Sehingga dari sini akan ditemukan kelebihan damutaigan serta perbedaan
apa yang ditonjolkan antara penelitian ini dengabekimnya. Kerangka
teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemdathm penelitian.
Kemudian metode penelitian dan sistematika pemlahastuk memaparkan
alur pembahasan.

Bab keduayaitu: gambaran umum tentang nikah sirri dan peiaioa

harta bersama dalam pernikahan yang meliputi: ReageNikah Sirri,
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penyebab terjadinya nikah sirridan implikasinyaydimena nikah sirri dalam
masyarakat Pembahasan selanjutnya tinjauan umutantemarta bersama,
pengertian harta bersama , dasar hukum, macam-maaaredudukan harta
bersama, hak dan tanggung jawab harta bersama.

Bab ketiga, pembagian harta bersama dari pasangan nikahdsidesa
jambon kecamatan pedan kabupaten klaten, bab idiputie: Kondisi
Geografis Demografis dan Kondisi Sosial Keagamaasydrakat, kemudian
pembagian harta bersama dari pasangan nikah sing Yercerai di desa
jambon kecamatan pedan kabupaten klaten

Bab keempat yakni bab ini dari penelitian yang difokuskan menai
analisis pandangan hukum Islam terhadap pembaggata tbersama dari
pasangan nikah sirri di Desa Jambon Kecamatan Ré&aupaten Klaten.

Bab kelima Penutup yang merupakan bab terakhir dan penuaup d
penelitian ini, terdiri dari dua sub bab yaitu kegulan yang merupakan
jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitimuklian saran-saran

yang berisikan rekomendasi penyusun tentang persbahdalam penelitian

ini yang perlu untuk dilakukan.



BAB Il
NIKAH SIRRI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Sirri
1. Pengertian Nikah Sirri

Perkawinanadalah terjemahan dari kateakaha (perkawinan)dan
zawaja (menghimpun, menghubungkanjyang diartikan dalam bahasa
Indonesia sebagai (1) perjodohan laki-laki dan m@an menjadi suami-
istri (nikah); (2) perjanjian antara laki-laki daprempuan untuk berlaki-bini
dengan resnfi.Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dlada al-
Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Ketlahadiartikan
berhimpun dan katzawaja adalah pasangan. Dengan demikian, dari sisi
bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insamg y@da awalnya
terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatyamg utuh dan saling
membantu (bermitra).

Nas syara’ dalam hal ini kadang-kadang menggungbarkataan
“nikah” dalam arti perjanjianakad, dan terkadang diidentikkan dengan

“persetubuhan”. Memang perkataan tersebut tidaktddipisahkan.

! Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdloral-‘Asri Kamus Arab-Indonesiacet. ke-1
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), him. 100&da juga yang mengartikan dengavata”
yang artinya “bersetubuh”. Lihat Warson Munawir,niias Al- Munawir, (Yogyakarta: Pustaka
Progressif, 1984), him. 1566

2 HoetomoKamus Lengkap Bahasa Indonggi@urabaya: Mitra Pelajar, 2005), him. 349

% Khoiruddin NasutionHukum Perkawinan,ledisi revisi (Yogyakarta: Tazzafa dan
Academia, 2005), him. 17

23
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Adapun kata nikah dalam arti “perjanjian” sebagaindalam firman

Allah:
SOl oSle e Ll 5 W Ss BV 1 SSl

Adapun kata nikah dalam arti “persetubuhan” sepdatam firman

Allah:

u,;ujjc_{;é}.wydywwop
Sementara itu perkawinan menurut istilah syarabebgpa ulama telah

memberikan definisi, menurut Syafi'iyyah perkawadalah:
WPlas o) gy o ) dadl el g Slle poany die sl ~ 1S
Menurut golongan Hanabilah, perkawinan adalah:
o ezl Aniie Jo g5 ol 2101 Ladl dde ga - )

Dengan merujuk istilah yang digunakan al-@ardan definisi dari
ulama di atas, maka perkawinan dimaknai dengarefertya seseorang
dengan pasangannya, seorang laki-laki bertemu desg@arang perempuan
agar saling melengkapi antara keduanya, suami bielngkap tanpa adanya

istri, begitu pula sebaliknya, istri belum lengkappa suami. Mengawinkan

* An-Nar (24): 32
® Al-Bagarah (2): 230

® Syekh Muhammad Syarbini al-&iib, Mughrial-Muhtzj Ma'rifat; Ma’ani Alfaz,
(Mesir: Mustatad al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1958), I1I: 123.

" Abdu ar-Rahman al-JazirKitab al-Figh ‘al al-Mazhib al-Arba’ah (Mesir: al-

Tijariyyah al-Qubra, 1996), him, 206.
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pria dan wanita adalah menghimpun dalam satu wpdetawinan, sehinga
wajar apabila upaya tersebut dilukiskan oleh al-gur dengan
menggunakan kata “menikah” yang mempunyai arti kebaannya seperti
dikemukakan di atas adalah “menghimpéin”.

Sedangkan katasirri berasal dari bahasa Arab, yaisirran dan
sirriyyun. Secara etimologi, katrran bermakna “diam-diam atau tertutup”
secara batin atau di dalam hati. Adapun kat@yyun berarti secara rahasia,
secara sembunyi-sembunyi.

Dalam bahasa Arab aslinya nikah sirri biasanya rdigan lafadan-
nikah as-sirr. Kata nikah berarti perkawinan dan sirri beradhasia,
menutupi dan menyembunyikan sesuatu. Dengan mealgnrarkib wasfi
atau menggunakatarkib idofi yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi
dan rahasid’

Adapun secara Etimologis, nikah sirri mempunyaidoapa definisi, di
antaranya adalah nikah sirri yang didefinisikan holBlurun Najwah
mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, pernikafaany dilakukan dua

mempelai yang tidak dihadiri wali dan dua saksi gden tidak

8 M. Quraish ShihabWawasan al-Quein: Tafsir Maudi#'| atas Berbagai Persoalan
Umat, (Bandung: Mizan, 1996), him. 206. Adapun pengerigerkawinan menurut undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan meilkeb bahwa: perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang tavesgbagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagikelkal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Lihat Undang-Undang Nomor | tahun 1974 tenRewtawinan, Pasal 1

® Warson MunawwirKamus Al- Munawwir (Surabaya: Pustaka: Progressif 1984), him
667-668

10 pid., him. 625
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disebarluaskan dalam bentuKlafy) maupun walimah al-ursy Kedua,

pernikahan yang dilakukan secara syari dengan talke oleh orang
banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Utusgama. Sehingga
yang membedakan antara yang nikah sirri dan yakgrbadalah akta nikah
sebagai bukti adanya suatu perkawittan.

Menurut Zuhdi Muhdlor yaitu “pernikahan yang dil@aoggkan di luar
sepengetahuan petugas resmi yaitu pegawai penucikit atau Kantor
Urusan Agama® Oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat dntga
Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidaknpusyai surat nikah
yang sah dan biasanya orang yang dipercayai untrkkahkan pasangan
atau calon mempelai tersebut adalah para ulam&ykinyang dipandang
mengerti dan memahami hukum Islam.

Bapak Aris mengatakan bahwa nikah sirri adalah geikan yang
sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui otehglain. Sesuatu yang
disembunyikan biasanya mengandung atau menyimpaalata baik pada
diri orang yang melangsungkan perkawinan atau muonglula ada

ketentuan yang tidak mereka penuhi dan perkawinan reengandung

X Nurun Najwah “ Fenomena Nikah Sirri” daldfelaah Ulang Wacana Seksualitagt.
ke-1, Mochamad Sodik (ed), (Yogyakarta: Kerjas@&8aV IAIN dengan Depag. Rl dan McGill-
IIESP-CIDA, 2004), him. 258.

12 M. Zuhdi Muhdlor Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cem &®Rujuk)
Menurut Hukum Islam,UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomdiahun 1989 dan KHI di Indonesia.
Cet. ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995) him. 22
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banyak kerugian bagi kedua belah pihak dalam bemnakat maupun
bernegard?

Menurut Masjfuk Zuhdi ada tiga tipe pengertian gmrkembangan
nikah sirri di kalangan masyarakat Indoné8iRertama, nikah sirri diartikan
sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketensyan’at Islam (telah
memenuhi rukun dan syaratnya), tetapi masih beiisifern keluarga, belum
dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan N{R&N) dan belum
diadakan upacara menurut Islam. Kedua, nikah di@rtikan sebagai nikah
yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam daa guglah dilangsungkan
di hadapan pegawai pencatat nikah dan telah pwleridan salinan akta
nikah kepada kedua mempelai namun nikahnya malsihggiungkan dalam
intern keluarga belum diadakan resepsi perkawiKatiga, nikah sirri yang
diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkamunu¢ ketentuan
syari'at Islam, karena terbentur aturan Pemeritahl0/1983 tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri.Sipil

Sedangkan Wannimaq Habsul menganggap nikah sirbagse
pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yangyehasekadar sah
menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuaartujartentu dari para

pelakunyal.5 Walaupun definisi Habsul ini kurang begitu bisdedima,

2008.

13 Wwawancara dengan bapak Aris selaku tokoh ulantairggat, pada tanggal 25 Agustus

14 Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangadan Status Anaknya Menurut

Hukum Islam dan Hukum PositifMimbar Hukum No 28 tahun VII, 1996, him. 9

15 Wannimaq HabsuPerkawinan Terselubung Di antara Berbagai Pandanddakarta:

Gema Insani Press, 1999), him. 27
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sebab ia menyatakan pelaksanaan nikah dengan akieyea-puraan, akan
tetapi hal yang demikian ini dianggap benar, karsath satu alasan
dilangsungkannya nikah sirri adalah untuk melegalkabungan suami istri
(jauh dari dosa) realita adanya nikah sirri lebianyak menyisakan
pengingkaran suami terhadap isterinya.

Dari uraian di atas bahwa nikah yang sah adalasthnjlang terpenuhi
syarat, rukun perkawinan dan dicatatkan pada pstpgacatat nikah yang
berwenang (PPN), agar ketertiban perkawinan dagatujud. Sedangkan
perkawinan sirri yang dimaksudkan oleh penyusuraadaikah yang sah
menurut agama yaitu terpenuhinya syarat dan rulemkagvinan namun
tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawin2angan demikian
pengertian “nikah sirri” adalah perkawinan atau ngexhan yang
dilaksanakan secara rahasia dan tertutup artidg& tercatat secara hukum
perdata (tidak tercatat di KUA).

2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Ter hadap Nikah Sirri

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap apabila
memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, bailg yaenyangkut kedua
belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan pumauyang
berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan terSebut.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang sy@aat rukun

perkawinan menurut Islam, akan dijelaskan tentamgas-syarat dan rukun

16 Khoiruddin NasutionHukum Perkawinan | tentang Relasi Suami Jgfviogyakarta)
him. 29.
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perkawinan seperti dikemukakan oleh Khalil Rahnsaihagaimana dikutib

oleh Ahmad Rofiq :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

C.

1) Islam

2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan
Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
1) Beragama meskipun Yahudi dan Nasrani
2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan
Wali nikah syarat-syaratnya :

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwalian
Saksi Nikah, syarat-syaratnya :

1) Minimal dua orang saksi

2) Hadir dalam majelis

3) Dapat mengerti maksud akad
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4) Islam
5) Dewasa
e. ljab Qabul, syarat-syaratnya :
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempdialiclkai
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah data-kata nikah,
tazwij
4) Antara ijab dan gabul bersambung
5) Antara ijab dan gabul jelas maksudnya
6) Orang yang terkait dengan ijab dan gabul tidak sgdaram, haji atau
umrah
7) Majelis ijab dan gabul harus dihadiri minimal 4 mgayaitu calon
mempelai pria, atau walinya, wali dari mempelai itmatau wakilnya
dan dua orang sak¥i.
Dari uraian rukun dan syarat perkawinan menurutihukslam tersebut
di atas, tidak terdapat ketentuan atau persyar&emarusan, adanya
pencatatan perkawinan menurut hukum Islam hal iarat dalam
pandangan hukum Islam perkawinan tetap sah sekalipopa adanya
pencatatan perkawinan, selama memenuhi rukun daratsgebagaimana

yang telah ditentukan oleh syariat.

17 Ahmad Rofigq,Hukum Islam di Indonesjacet, ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1998), him. 71-72.
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Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinangyaah
merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukaryahaisaksikan oleh
tuhan, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepadaNisam telah
menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untukjagerkehormatan
dan keturunan seseorang dari kenistaan serta niaEreeli kesucian
masyarakat. Nabi Muhammad saw memandang keluargagaie sebuah
struktur tertentu di dalam masyarakat, Beliau meikée teladan dengan
menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melaksamglerkawinan serta
melestarikan tradist

Di Indonesia fenomena perkawinan sirri masih bardiikukan orang,
baik mereka yang melakukan karena faktor tradikgnemi, psikologi,
perbenturan aturan formil ataupun yang lainnyak&einan sirri memiliki
arti perkawinan secara diam-diam atau secara malyasig dilakukan oleh
sebagian masyarakat, baik secara agama maupun tatid] tidak sah
menurut sistem perundang-undangan negara. Perkavgima cenderung
sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidgl, Isehingga hal itu
menjadikan kedua mempelai atau salah satunya kataarganya terbebani
oleh permasalahan yang akan muncul dikemudiansieaerti kesan negatif
tetangga, suami tidak tanggung jawab, akte kelahidan pembagian

warisan®®

8 Husen Ali TurhamainBimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Raha
Emansipasicet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), him.60

19 Nurun Najwah “fenomena nikah sirri”..., him. 260.
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Banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga yandamgsungkan
perkawinan sirri yang disebabkan oleh tidak adaaymgung jawab (baik
suami maupun istri) maupun dijadikan salah saterratif mengantisipasi
kebebasan pergaulan antara laki-laki dan peremiar@ma secara psikologi,
moril dan material tidak siap untuk menikah. Segagntuk melalui jalan
normal dan menempuh prosedural administratif yaegbddit-belit akan
memakan banyak liku-liku. Akhirnya pemecahannya engpuh jalan
belakang ljack street dengan menghindari jalur formatatatan sipi).
Nikah sirri ini laksana memberi kendaraan ataudseig tanah yang tidak
memiliki surat-surat kepemilika!.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat @&)entukan
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratyp@rundang-undangan
yang berlaku. Hal ini berarti setiap perkawinanuSadidaftar dan dicatat
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) di kantocgiatan perkawinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersélmlaksanaan
pencatatan perkawinan ini menurut Peraturan PetabriMo. 9 Tahun 1975
(PP No. 9 Tahun 1975), pada Pasal 2 beserta peajetiperoleh ketentuan
sebagai berikut:

a. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah
1) Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatanny&ullda oleh

(PPN)Pegawai Pencatat Perkawinan, Talak, dan Rujuk.

20 Muhammad Saifullah dkiSolusi Permasalahan Keluargeet. ke-1, (Yogyakarta: Ull
Press, 2005), him. 44
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2) Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatasadifakukan oleh
(PPN) Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatah a&io
instansi/pejabat yang membantunya.

b. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukatabarkan:

1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 satepgan Pasal 9
P.P. Nomor 9 Tahun 1975.

2) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam barbpgraturan,
yang merupakan pelengkap peraturan pemerint&h ini.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaksyatu
perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa perigter&awinan benar-
benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat admitifstfaDalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dipertegas bahwa, pencatatan ge&mkan harus
dilaksanakan guna menjamin ketertiban perkawfian.

Hal ini menunjukkan, bahwa tanpa pencatatan perkavwiperkawinan
dipandang sah, asal rukun dan syarat sebagaimdeatulian menurut
hukum Islam terpenuhi. Akan tetapi di Indonesia addang-undang yang
mana harus dipatuhi yaitu tentang adanya pencagakawinan seperti

yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun ¥474.

21 SpemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawiif#ogyakarta:
Liberty, 1999), him. 30

?2bid, him. 65
% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat 1
24 pada dasarnya hukum positif tidak mengenal istitakah sirri’, namun masalah ini

dapat dikaji melalui akta nikah atau kewajiban eemeg untuk mencatatkan perkawinannya di
lembaga pencatat nikah. Bagi yang melanggar ketetégrsebut maka pernikahannya dianggap
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3. Faktor Seseorang M elakukan Nikah Sirri Dan Implikasinya
Diantara faktor pendorong seseorang melakukan nidain antara
lain:?°
a. Kurangnya ilmu tentang hukum itu sendiri sehinggakk mengerti akan
dampak pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanyzcata¢an
perkawinan (ilegal)
b. Mengikuti tradisi yang sudah ada.
c. Keadaan ekonomi yang lemah
d. Menghindari perbuatan zina
Adapun implikasinya pernikahan sirri antara lain:

a. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara kat&fgk mempunyai
bukti otentik.

b. Dalam perkawinan sirri perempuan cenderung dirugkarena tidak bisa
menuntut haknya kepada suami jika terjadi perceraia

c. Secara hukum perdata status anak tidak jelas

d. Apabila terjadi perceraian atau kematian suami naalek atau istri tidak

mendapatkan warisan.

tidak sah dan keluar dari ketetapan hukum yang d&da@enanya ia tidak mendapatkan
perlindungan hukum dan pernikahan yang telah tsala&k dianggap sirri (dilakukan secara
sembunyi-sembunyi). Dalam Kompilasi Hukum Islam d&ag ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikahg dibuat oleh pegawai pencatat

nikah'. Pernyataan tersebut mempertegas kita bahwa dpé&mkahan harus ada bukti kongkrit
agar sebuah pernikahan yang telah terjalin dapanbee manfaat bagi keluarga nantinya dan
mempermudah seorang anak dalam mengenyam pendidiksgkolah saat ia menginjak masa
dewasa. Itu sebabnya Negara memberi jalan keldsaikebuat masyarakat dalam hal perkawinan
melalui ketetapan undang-undang yang telah ada.

% Lihat skripsi Mustofa Afifi, Perempuan dalam Nikah Sirri (Tijauan Sosiologi Huku
Islam), him. 23
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4. Fenomena Nikah Sirri dalam M asyar akat

Fenomena nikah sirri sering juga disebut denganikegnan di bawah
tangan, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan leepuraan yang hanya
sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintasugias-tujuan tertentu
dari para pelakunyaWalaupun pemahaman seperti ini kurang dapat
diterima, sebab ia menyatakan bahwa pelaksanaa wikakukan dengan
adanya kepura-puraan, akan tetapi pernyataanrgebtérdapat diasumsikan
bahwa pendefinisian itu didasarkan atas realitamgirri yang berkembang
di masyarakat yang mendominasi pengingkaran dag saami terhadap
istrinya, sehingga status nikah sirri dianggapnghagai kepura-puraan
dalam melakukan pernikahan.

Perlu disadari pula bahwa kemajuan zaman menuntanya
perubahan, dan perubahan itulah yang senantiasa tisikapi dengan teliti
oleh hukum, sebab penyimpangan yang dilakukan neansetiap jam,
waktu, bahkan detik silih berganti dengan fariagintersendiri. Ini
merupakan fenomena kehidupan manusia, agar setigakan yang
dianggap menyimpang harus tetap diberi batasarsdrataukum, agar hak
asasi manusia dalam hidupnya dapat terjaga dareliteapa. Adapun
fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan manudaam hidup
bermasyarakat yang sering dianggap enteng adalsthikbpernikahan sirri
sebagaimana halnya di atas. Pernikahan sepertiseting dilakukan
seseorang dengan hanya berpatokan pada hukum aamaengabaikan

segala ketentuan yang ada
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Sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapag&eran mengenai
terminologi dan konsep nikah sirri. Hal ini dapgiahami karena tren nikah
sirri belum masuk menjadi kata baku dalam bahasganesia. Demikian
dengan konsepnya, sebagian masyarakat umumnya behemiliki
kejelasan dan kesamaan rumu&secara normatif, ada masyarakat yang
menilai bahwa praktek nikah sirri dinyatakan sah dapat menimbulkan
hikmah yang positif, akan tetapi sebaliknya adagyarenilai tidak sah dan
dapat menimbulkan implikasi yang negatif.

Menurut Quraish Shihab perkawinan semacam ini tisak, karena
dapat menimbulkan kerancuan status pasangan sstirserta anak yang
akan di lahirkan. Kerahasiaan perkawinan dapat omangi penghormatan,
kesucian rumah tangga, dan penjagaan pasangan -stransigar tidak
terjerumus pada hal-hal negatif dengan diketahusyarakat tentang
keberadaannya pasangan tersébut.

Masing-masing nikah sirri mempunyai beberapa codak motif
sendiri-sendiri. Hal ini memunculkan persepsi deanilaian yang berbeda-
beda pula. Di antaranya memang ada yang secarajaemgrahasiakan
suatu pernikahan dari kesaksian masyarakat di tehpdua mempelai
tinggal, namun ada pula pernikahan sirri yang dalpetaksanaannya

ambivalen dengan istilah yang melekat dalam pehaikasirri yang berarti

% Dadi Nurhaedi,Nikah dibawah tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswagja),
(yogyakarta: Saujana, 2003), him. 21-22.

7 Sebagaimana yang dikutip oleh Wannimagq HadBetkawinan Terselubung Diantra
Berbagai Pandangar(jakarta: Golden terayon Press, 1994),him. 24.
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pernikahan yang dirahasiakan. Pada pernikahanysing disebut terakfft

ini pelaku dan orang-orang yang di dalamnya membeadangan dan
pemberitahuan kepada masyarakat untuk menyaksikad aikah dalam
pernikahan tersebut. Meskipun pernikahan yang diselbakhir mempunyai
unsur I'lan, namun kelemahan yang tetap ada adalah sama-sdaia ti

mempunyai kekuatan hukum formal.

B. Tinjauan Umum tentang Harta Ber sama

1. Pengertian Harta Bersama

Interaksi sosial antar manusia selaku subyek hulharta merupakan
obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Posisimjamd perkawinan
mempunyai peran penting dan strategis, karena deingda tersebut dapat
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga.

Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut ehadalam
perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta beasaraupun harta benda
dalam perkawinan. Harta perkawinan merupakan selyaag berasal dari
terjemaharhuwelijks vermogensHarta benda merupakan terjemahan dari
huwelijks goderendan harta bersama diambil dari istilah Hukum Adat
sepertigono-gini(Jawa),guna kaya(Jawa Barat)sihareuka(Aceh), druwe
gabro (Bali), papantangan(Kalimantan), pusaka rendah(Minangkabau),

dan lain-lain. Namun, pada dasarnya sebutan istiaidak ada perdebatan.

% Maksud kata “terakhir” disini adalah pernikahamasa sirri yang ada pada saat ini
(zaman sekarang).
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Secara leksikal harta bersama merupakan kata miajgang terdiri
dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kataldlam tema yang
dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata bgdapat dipisahkan,
keduanya baru bermakna setelah menjadi satifkata.

Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakéahserhadap harta
kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan amakidaki dan
perempuari’ Kata harta di sini dipersangkakan adanya huburigmgan
kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kegakm sangat
menentukan hukum kekayaannya sehingga keduanyd déggalakan tapi
tidak dapat dipisahkan.

Pengertian harta sendiri di dalam Hukum Perdatamistliistilahkan
denganmal, jamaknyaamwal. Parafugaha menjelaskan pengertian harta

sebagai berikut:

olins axy o o CU:JYU & jle~ uﬁ.ng :JW
Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dagiaebut harta kecuali
telah memenuhi dua hal, yaitu:
a.Kemungkinan dapat dikuasai, dan

b.Kemungkinan dapat diambil manfaat menurut cara yarigasa.

2 Hasan ShadilyEnsiklopedi Indonesi@lakarta: Ichtiar Baru, 1982), him. 1263.

%0 Hilman HadikusumoHukum Perkawinan AddBandung: Citra Aditya Bhakti, 1993),
him. 163.

31 zahri Hamid,Harta dan Milik dalam Hukum IslaniYogyakarta: PT. Bina Usaha,
1985), him. 1.
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Oleh karena itu, sesuatu yang dapat dikuasai dambdi manfaatnya
selama nyata dan positif, maka dapat dipandang@aebarta, seperti benda-
benda yang kita miliki, baik berupa tanah pekarangawah, rumah, uang
dan lain sebagainya. Demikian pula yang belum tddipaiasai dan belum
dapat dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinamujadnya penguasaan
dan pemanfatan benda-benda tersebut.

Adapun barang-barang yang tidak mungkin diambil famnya
menurut cara-cara yang lazim, meskipun dapat daipatsdak dapat
dipandang sebagai harta, seperti segenggam tamabtes harta dan
sebagainya. Sebab jika itu terlalu sedikit samkakt bermanfaat secara
lazim maka lenyaplah fungsi kehartaanf¥a.

Menurut Teer Haar B, dalam arti umum harta bersadsah barang-
barang yang diperoleh suami isteri selama perkaw?rﬁa

Harta bersama, sebagaimana dalam Pasal 35 UnddagairNo. 1
Tahun 1974 adalah harta kekayaan yang diperolemisiseri selama
perkawinan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan balemtara suami isteri di
dalam perkawinan terdapat persatuan harta kekafaadal ini
mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinana nhakta dilebur

menjadi satu. Artinya, dengan adanya perkawinanamakbentuk dengan

*bid., him. 2.

%3 B. Teer HaarAsas-asas dan Susunan Hukum Adhh bahasa Soebakti Poesponoto
(Jakarta: Pradnya Pramita, 1960), him. 193.

34 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1@&karta: Tinta
Mas, 1976), him. 23.
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sendirinya harta antara suami isteri inipun tidakmpersoalkan siapa yang
mencari, juga tanpa mempersoalkan atas nama stagaftar’> Jadi harta
bersamarfede eigendojnmenjadi harta dimana ada lebih dari satu orang
yang mempunyai hak milik atas benda yang samapirbentuk pemilikan
bersama di sini adalah khusus, yaitu pemilikan yarigat>°

Jadi dalam Undang-undang Perkawinan berlaku suaherkamaan
yang berlandaskan tidak saja lahir tetapi juga nba#rtinya dalam
perkawinan itu semuanya menjadi bersama, bersddl 8aja berupa harta
tapi keturunan, tanpa harus ada suatu akad syitkah®’ Hal ini
berlandaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 Undang-uiidgakagwinan.

2. Dasar Hukum

Dalam Hukum Islam, secara eksplisit al-Quran tidelengatur
masalah harta bersama dalam perkawinan. Dengankidemitidak ada
ketentuan yang jelas apakah harta benda yang thpeselama perkawinan
berlangsung menjadi harta bersama atau fitlak.

Baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah (sebagai pahaomkum yang
paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupguara ahli hukum

lainnya yang mewakili mazhab-mazhab lain, tidak sak pun yang sudah

% M. Yahya HarahapHukum Perkawinan Nasiona(Medan: Zahir, 1975), him. 116-
117.

% Ibid., him. 118.
37 sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesidakarta: Ul Press, 1992), him. 41.

3 Ahmad Azhar BasyirHukum Perkawinan IslarfiYogyakarta: Ull Press, 1999%))m.
66.
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membahas topik harta bersama dalam perkawinan @efmga dipahami
oleh hukum adat.

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemifikharta secara
bersama antara suami isteri dalam kehidupan penigawtersebut dapat
dipersamakan dengan bentuk kerja sasy@Xah) yang secara umum telah
dibahas oleh para ahli Hukum Islam, walaupun dabaku-buku figh para
ahli mengklasifikasikannya bukan di bawah topikkp&rinan pab nikal)
tetapi di bawah bab perdaganghal{buyu).*

Menurut Idris Ramulyo, ada dua pendapat dalam Hulstam
mengenai ada tidaknya harta bersama dalam perkaffina
a. Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam

Argumentasi dari pendapat ini bertitik tolak padetektuan al-
Quran:
bl o 15280 Ly Jam e pian 1 Jish Lsld) e 05018 U )
P shaad pa g las Vg oS g e (5K o a2 S
Isteri mendapatkan suatu perlindungan dari suank bentang

nafkah, sandang pangan,nafkah batin dan matenipomatempat tinggal,

demikian juga biaya kesehatan, pemeliharaan, pertdidikan anak-anak

%% Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat diohesbia
(Jakarta: INIS, 1998), him. 83.

4% Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Isk@iekarta: Sinar Grafika, 199%)im. 29.

“1 An-Nisa’ (4): 34.

42 Al-Talaq (65): 6.
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menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepaarga.
Sebagaimana yang ditentukan oleh kedua ayat di aErti isteri
dianggap pasif menerima apa yang datang dari susliadka menurut
tafsiran ini tidak ada harta bersafia.
b. Ada harta bersama antara suami isteri dalam huktaml

Pendapat ini mendasarkan bahwa apa yang diatumddladang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nmangkarta
bersama sesuai dengan kehendak dan aspirasi Hskam't

Menurut Ismail Muhammad Syah, harta bersama dima@suk
sebagai syirkah abdan mufawadah.*® Alasan harta bersama sebagai
syirkah abdankarena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat
Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untukapegtkdn nafkah
sehari-hari dan berupa harta simpanan untuk masantereka, dan
selanjutnya peninggalan kepada anak-anak merekadaesmereka
meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalamcamersandang
pangar® Menurut imam al-Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Sayuti

Thalib, syirkahini adalah batal karena mengandung penigti@ibantah

3 Mohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum Kewarisdmm. 32.
4 bid.

“5 Ismail Muhammad SyalRentjaharian Bersama Suami Ist¢diakarta: Bulan Bintang:
1965), him. 38.

*® Ibid.

" Sayuti ThalibHukum Kekeluargaarhim. 80.
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oleh Ismail Muhammad Syah, pada perkongsian hamsama tidak ada

penipuan“.8 Sebabnya adalah:

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai ladmam tetapi
juga mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing slaami
isteri berusaha selain untuk sekadar dapat hidupgaie
mendapat makan secukupnya juga bermaksud untukdaeka
belanja dan warisan kepada anak-anak mereka bersama
Andaikata hasil usaha mereka dipisahkan, tentu desmbali
kepada anak-anak mereka juga. Oleh karena itu, keikginan

isteri untuk meninu suami. tidak akan timBAtil.

Berikutnya,

Dikatakansyirkah muwatadah, karena memang perkongsian suami
isteri tidak terbatas. Harta apa saja yang diphrelelama perkawinan
menjadi harta bersamaelain dari warisan dan pemberian yang secara
tegas dimaksudkan untuk salah seorang dari sugeriiits >

Apabila dicermati, pembahasan tentang syirkah baik menurut a/-
Syafi’i dan pengikut-pengikutnya seperti an-Nawawi dan as-Syarbaini
maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan /bn Hajar al-
Asqalany dan Muhammad Ibn Ismail al-San’ani, terdapat dalam “kitab
dagang” bukan dalam “kitab nikah”. Kenyataan inrds® bahwa asal

persoalan syirkah adalah mengenai peraturan perserikatan atau

“8 |smail Muhammad Syal®entjaharian Bersamajlm. 62.
9 Ibid., him. 63.

5% hid., him. 38.
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perkongsian dalam perdagangan atau pemberiangasadian diterapkan
pula pada soal harta bersama suami isteri dalammhyderkawinari®

Adapun dalilnasyang dijadikan landasan bolehnggirkah adalah
hadis berikut:

Plagin o o Ob 4 Lol Usl 2 Ll (0 SJ0U1 (s JU

3. Macam-macam dan Kedudukan Harta Ber sama

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kelompaitahdalam
perkawinan dapat dibedakan menjadi tiga madaertama harta bersama
yang berdasarkan pada waris#edug harta bersama yang berasal dari
harta yang diperoleh sendiri-sendiri oleh masinging@suami isteriKetiga,
harta bersama yang berasal dari harta benda yaagidhkan pada suami
isteri dan harta bersama yang diperoleh semasaigr&n.

Harta bersama yang berasal dari harta warisan ggregoleh masing-
masing suami isteri. Harta warisan atau hibahamg yhterima oleh masing-
masing suami isteri sebagaimana dalam Pasal 35(2y&indang-undang
Nomor 1 Tahun 1972 maka pada prinsipnya harta tersebut menjadi milik
pribadi suami isteri, namun dengan keinginan dakhkesan suami isteri,

harta warisan diikutsertakan dalam harta bersamamafukkannya harta

51 sayuti ThalibHukum Kekeluargaarhim. 79.

°2 Abu Dawud, SunanAb; Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 1ll: 256, hadis nom&383,
"Bab as-Syirkah.” Hadis ini diriwayatkar Abi Huroiroh.

*3 Hal ini diperkuat dengan Pasal 87 Kompilasi HuKetam.
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warisan suami isteri tersebut juga disebabkan deruim, yaitu tanpa yang
bersangkutan memperjanjikanri/a.

Harta bersama yang berasal dari harta yang digeraendiri
(pencaharian). Harta yang diusahakan oleh masirgjagnasuami isteri
merupakan harta pribadi suami isteri. Semua hasil @aendapatan suami
isteri sepanjang perkawinan tanpa ada ketentuamketn lain, pada
hakikatnya adalah milik masing-masing suami istedrtinya semua harta
yang diusahakan isteri merupakan harta milik ist®egitupula harta yang
dihasilkan atas usaha suami menjadi harta miliknsuakibat perkawinan,
adalah adanya harta perkawinan. Sepanjang masawedn tadi atas
kehendak masing-masing harta hasil pencaharianngrasasing tersebut
dapat diikutsertakan dalam harta bersafa.

Harta bersama yang berasal dari harta benda y#glidhkan kepada
suami isteri. Harta yang berbentuk hadiah merupdiaata yang diberikan
seseorang kepada suami isteri sewaktu perkawisansalama perkawinan.
Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami ateri pada saat
perkawinan atau selama masa perkawinan tidak ndedakn harta bersama.
Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimilitérisatau suami’ Harta

milik pribadi harta bersama dengan kesadaran daheridak masing-masing

®4 . SatrioHukum Harta Perkawinar(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), him. 194.
% B. Teer HaarAsas-asas dan Susundaim. 222-224.

%8 |smuha,Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sutlimdang-undang Nomor
1 Tahun 1974 dan Hukum Islahim. 40.

57 bid., him. 41-43.
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suami isteri menyertakan harta pribadi tersebutjagemilik bersama dalam
lembaga perkawinan. Segala harta milik bersamangasasing suami isteri
yang berupa warisan, pencaharian, hadiah dan dain-dibawa dalam
lembaga perkawinan ini dikenal dengan harta baw&amgan demikian
status hartanyapun berubah. Harta semula yang diemdik pribadi
kemudian menjadi milik bersama.

Harta bersama yang berasal dari harta perkawinasaima antara
suami dan isteri. Harta benda yang diperoleh dianmeykawinan menjadi
harta bersama antara suami isteri, sehingga meanpaarta benda milik
bersama? Artinya suami isteri dapat bertindak, mengambil nfaat,
mempertanggungjawabkan, dan berkedudukan samalagrimarta bersama
tersebut. Jadi, dari gambaran di atas, bahwa pasarmya, harta bersama
meliputi:

1) Hasil dan pendapatan suami isteri sepanjang peniaavi
2) Harta yang keluar dari harta pribadi suami dan riisgepanjang
perkawinan.

Sedangkan berdasarkan wujudnya, sebagaimana ydaognig dalam
Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum rslaharta bersama
dibedakan atas benda yang berwujud dan benda takijoel

a.Benda yang Berwujud

74.

%8 AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam(Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), him.
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Harta benda yang berwujud merupakan harta dengdrhdia
kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya bahwa leakadap benda yang
oleh setiap orang wajib diakui dan dihornTatiHarta bersama yang
berupa benda berwujud meliputi benda bergerak,déddk bergerak dan
surat-surat berharga.

1) Benda tidak Bergerak
Benda tidak bergerak merupakan benda-benda kardfafmya,

tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatagédaagai benda

tetap, misalnya: tanah, bangunan, I@pstal®® hak Eigendorfi* dan
lain-lain.

2) Benda Bergerak
Benda-benda yang karena sifatnya atau karena pemawndang-
undang dianggap benda bergerak. Benda bergerak Ing@sa
kendaraan, binatang dan lain-lain.

3) Surat-surat Berharga
Surat berharga merupakan surat-surat karena sifattgu karena
penentuan undang-undang dianggap sangat penting beamilai.

Artinya surat-surat itu dapat bernilai uang atguallai sebagai agunan

%9 Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdat@lakarta: Intermasa, 1982), him. 9.

0 Hak Opstal adalah hak untuk mempunyai atau meagirbangunan atau tanaman di
atas milik orang lain dengan membayar pada penyiilsejumlah uang.

® Hak Eigendom atau hak milik adalah hak untuk mewik kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa dengan tidak bertentaegaan perundang-undangan yang berlaku.
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atau bukti surat-surat berharga, misalnya: %iroek®® saharff* dan
lain-lain.
b.Benda yang Tidak Berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidakuipgst dapat
berupa hak maupun kewajibaff Hak dan kewajiban dapat berlaku dan
harus dihormati oleh para pihak dengan melalui tpega hukum agar
tercapai ketentraman. Dalam hal ini saling mengladramtara suami dan
isteri demi lembaga perkawinan.

Dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan disebliiawa harta
benda yang diperoleh selama perkawinan menjadia hagrsama ini
artinya bahwa apabila suami isteri tidak membugapgan kawin, maka
setelah pelaksanaan perkawinan karena hukum adarskebaan
menyeluruh. Menyeluruh artinya meliputi harta yauglah ada maupun
harta yang belum ada.

Suami isteri yang kawin dalam kebersamaan hartayehemh
adalah bersama-sama berhak atas harta bersamayafigaada dalam

kebersamaan adalah milik suami isteri bersama. K€ab®man menurut

2 Giro adalah sistem pembayaran dengan seseorars quahg lain dengan cara
memindah bukukan perhitungan uang dalam bank

83 Cek adalah perintah tertulis kepada bank untuk bagmar sejumlah uang dari rekening
seseorang.

%4 Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modagpean terbatas yang memberi hak
atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilngdahyang disetor.

% Hak adalah sesuatu atau seseorang yang mempuakainiik atau suatu benda,
kepadanya diijinkan untuk menikmati hasilnya.

%8 Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

%7 Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawirfogyakarta:
Liberty, 1986), him. 56
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undang-undang meskipun disebut suatu kebersamaageloruh tidak
menutup kemungkinan bahwa isteri secara terpisahakedalam suatu
kekayaarf® Ini artinya, bahwa suami isteri mempunyai hartibati.

Harta ini diperoleh baik dari harta bawaan maupami dharta yang
diperoleh oleh suami isteri dari harta pemberiatukirmasing-masing.
Harta ini dikuasai sepenuhnya oleh suami isteri.

Hal ini jelas tercantum dalam Undang-undang Penkawisendiri,
yang mengecualikan apa yang jatuh pada seorany astes hibah atau
diberikan dengan ketentuan bahwa barang itu tidalkhbjatuh dalam
kebersamaan, baik hibah atau pemberian itu dilakus@belum atau
sesudah ada kebersamaarfitu.

4. Hak dan Tanggung Jawab Harta Ber sama

Peraturan-peraturan tentang harta bersama sepstl B5 sampai
dengan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Passh®pai dengan
Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam, pada akhirmganyangkut
mengenai tanggung jawab masing-masing suami istki antara mereka
sendiri ataupun dengan pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperad¢dmsa perkawinan
dan dari harta pribadi, baik harta pencahariaru Eenya. dengan adanya

lebih dari satu kelompok harta dalam satu kelugejah mengantarkan

% M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agape#,ke-3
(Jakarta: Sinar Grafika, 20Q%)im. 210.

% pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun.1974
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perihal tanggung jawab harta bersama dan hartadriiersebut terhadap
tagihan atau tuntutan pihak ketiga.

Dengan kata lain, problematika tanggung jawab mbujika terdapat
lebih dari satu harta dalam suatu keluarga. Untefihl mempertegas
pembahasan tentang tagihan atau tuntutan pihalkjakeégérhadap harta
bersama atau yang biasa disebut dengan hutang geld@winan. Maka,
harus dimengerti terlebih dahulu mana hutang dakapasitas pribadi
masing-masing suami isteri ataupun hutang selataadaerkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atsgelparan
yang dilakukan masing-masing suami atau isteri agoara bersama-sama
untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersamarmasuk pengeluaran
sehari-hari, hutang untuk pendidikan anak dan|&im’°

Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuansuatau isteri
semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribasing-masing suami
isteri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengedmasehari-hari untuk
kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebundadatuk hutang untuk
kepentingan keluarga maka beban hutang tersebujadiebeban harta
bersama. Pendek kata, hutang pribadi ini berkedaagan hutang-hutang

yang melekat pada milik pribafi.

121.

"® wirjono ProdjodikoroHukum Perkawinan di IndonesiéBandung, Sumur, 1981) him.

L Ali Affandi, Hukum Perkawinan Indonesi@lakarta: Bina Aksara, 1986), him 172.
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Dengan demikian perihal tanggung jawab hutang pgitenasing-
masing suami isteri dapat timbul antara lain bahwé#ang-hutang yang
membebani diri masing-masing sebelum perkawinatangshutang untuk
keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang dibeat rmasing-masing
suami isteri. Atau bahwa prinsip tanggung jawabarntsuami isteri
dibedakan dalam tanggung jawab infédan tanggung jawab eksterh.

Distribusi tanggung jawab perihal beban dalam hgbarantara suami
isteri sendiri demi kepentingan bersama menjadabedias harta bersama.
Hal ini tertera dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilagktim Islam:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukamuk
kepentingan keluarga dibebankan kepada harta barfsam

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalamvpieka dan harta
pribadi, maka harta pribadi isteri adalah penguasga penuh di tangan
isteri. Demikian pula perihal hutang isteri tidaérbeda jauh dengan beban
hutang pribadi suami, beban-beban hutang yang ukalk isteri baik
sebelum atau semasa perkawinan sepanjang bukark Wefpentingan
keluarga, juga menjadi beban pribadi isteri, adiryahwa hutang isteri
terhadap pihak ketiga, ditanggung dan diselesaifan pribadi sang isteri

dimana hal itu terlepas dari harta pribadi suaieni dtarta bersama.

"2 Tanggung jawab intern adalah tanggung jawab yaglgkat antara suami isteri.

3 Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sisteriiterhadap pihak ketiga.
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Berpijak dari Pasal 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islaahwa segala
pertanggungjawaban tentang isteri dapat berupaa h@ghcaharian yang
diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lain.

Disamping digunakannya untuk kepentingan pribadinsusteri, harta
pribadi isteri dapat pula dipergunakan untuk memuteban-beban hutang
yang ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jatternatif selain harta
bersama, dan harta pribadi suami, maka hutang diépatsi dengan harta
pribadi isteri.

Penggunaaan harta isteri dalam “turut” menutupukakgan atas
beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dariahbgrsama sendiri
bahkan oleh harta pribadi suami maka baru hartagriisteri dibebani
untuk menutup tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang tersebaimnbil
mengingat kedudukan suami sebagai kepala keldar§ebagai kepala
keluarga maka suami wajib melindungi isteri dan fnerikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kenaamya’> Artinya
bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nabi@ya rumah
tangga dan lain-lain.

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabilanashn beban hutang

bersama ditutup dengan harta bersama belum cukembd dari harta

" pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun f&itdng Perkawinan.

> pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun f9#dng Perkawinan
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kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain & utama untuk
menutup kekurangan hutang bersama diambil das paitvadi suamf®
Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasaragapakan

harta yang diperoleh selama perkawinan sedang k&dndsuami isteri
berimbang dalam suatu harta bersama suami isteripmeyai andil yang
sama’’ Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditartygadpersama
dan kalau tidak memadai dapat diambil dari haritaapli berarti pihak ketiga
ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih baikkBa Pasal 29 sub 4
Undang-undang Perkawinan menetapkan adanya pergadu terhadap

pihak ketiga’®

¢ Ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasay&tl(4) Undang-undang Perkawinan.
" Keputusan MA Nomor 1448 K/S.1.P/1974 tertangghld®ember 1974.
"8 |bid., Pasal 4 menyebutkan selama perkawinan berlangsemjgnjian tersebut tidak

dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak@etsetujuan untuk merubah dan perubahan itu
tidak merugikan pihak ketiga.
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PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PASANGAN NIKAH SIRRI DI
DESA JAMBON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN

A. Kondisi Geografis, Demogr afis, dan Sosial Keagamaan M asyar akat
Dusun Jambon kecamatan Pedan kebupaten Klaten akerugalah satu
dusun yang berada dalam wilayah kabupaten Klatdayah tersebut berada
pada jarak 1,5 km dari pusat pemerintahan kecamtgdatak 14 km dari
pusat ibukota Kabupaten Klaten serta 120 km dasapuibukota Propinsi

Yogyakarta. Batas wilayah dusun Jambon adalah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Soboyan.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bendo.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jetis Wetan.

Luas tanah wilayah Jambon 122,5050 adapun luash tayeng
dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pendudukrtsejadan 7,5500 Km
sawah dan ladang 75,9885 Ha, perkantoran 0,10070irigasi tehnis C,
1035, irigasi setengah tehnis 63,9885, letak Du3aimbon ini berada di
ketinggian tanah dari permukaan laut 130 M, DusSambon termasuk
wilayah yang cukup panas dengan suhu udaranyarata29 - 30 derajat

Celcius sedangkan topografi dusun Jambon termeatekydri dataran rendah.

Tanah dusun Jambon lumayan gersang sehingga sangatekali untuk
cocok tanam padi karena sebagian besar wilayahesgawahan yang bisa

hidup hanyalah tanaman ketela, jagung, padi dam yalng pengelolaannya

54
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diserahkan kepada penduduk dan warga Dusun Jamlebn pemerintah

setempat

Keadaan demografis Dusun Jambon Kelurahan Kedeamf@an Pedan

Kabupaten Klaten secara singkat, adalah sebagiuber

1. Aspek pemerintah
Adapun pemerintahan Dusun Jambon dipimpin olehasgpDukuh

dan dibantu beberapa staf lainnya susunannya askelbegai berikut :

TABEL |
Strktur Pemerintah?

No Nama Jabatan
1 Samiran Dukuh
2 Suherman RW 04
3 Danuri RW 05
4 | Mulyoto RT 06
5 | Jujur RT 07
6 Mugiyono RT 08
7 Hartoyo RT 09
8 Wagiran RT 10

Selanjutnya jumlah penduduk dusun Jambon 4.656 Yyavay terdiri
1.456 kepala keluarga dan jenis kelamin dapatatilgada tabel berikut

ini

! Data Monografi Dusun Jambon 2007



TABEL 11

Jumlah Penduduk?

2. Aspek pendidikan

Untuk ukuran daerah di Jambon yang terkenal sebdagiah yang
tertinggal tingkat pendidikan penduduk dusun Janthdwp hal ini dapat
dilihat banyaknya penduduk Jambon yang menyelesgkagram wajib
belajar 9 tahun pemerintah banyak anak-anak pekdddsun Jambon
yang bisa melanjutkan sampai tingkat SMA seteldinslgebagian pergi
merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta daaegiseb ada yang
menjadi TKI, sedangkan yang melanjutkan ke pergutiraggi mungkin
hanya satu dua dan itupun tidak tiap tahun ada p@&ssmelanjutkan ke

tingkat perguruan tingggi. Tingkat pendidikan pesaki Jambon dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

2 Data Monografi Dusun Jambon 2007

No JenisKelamin Jumlah
1 Laki-laki 2.352
2 Perempuan 2.304

Jumlah : 4.656
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TABEL 111

Tingkat Pendidikan®

No Jenis Pendidikan Jumlah

1 SD 76

2 SMP/ SLTP 59

3 SMA 80

4 AKADEMIK/ D1-D3 2

5 Sarjana S1 4
Jumlah 165

Di lihat dari tabel di atas tampaknya dapat dimaiklumengapa
keagamaan penduduk sangat sedikit sekali hal karéhakan sangat
sedikitnya penduduk yang belajar agama atau ngajipabantren,
sepengetahuan penyusun di dusun Jambon hanya &dadaa dua
keluarga yang mengirimkan anaknya belajar agamad(go pesantren),
namun hal tersebut dapat dimaklumi karena Jambomataik dusun yang
sebagian besar penduduknya hidup di bawah garisskieran, dengan
alasan tidak ada biaya sehingga rata-rata pemudadgk ada yang
berminat, yang ada dalam benak pemuda dusun Jaadmiah setelah

lulus sekolah mencari kerja.

. Aspek ekonomi.

Mata pencaharian penduduk dusun Jambon mayoritesjaesebagai
buruh, pedagang, dan sebagian kecil menjadi pemlvantah tangga, di
samping itu ada juga yang bergerak di bidang lepegi karyawan, PNS,

pensiunan, jasa, pertukangan, maupun buruh t&ai.ndata pencaharian

% Data Monografi Dusun Jambon 2007
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penduduk dusun Jambon dikategorikan pada sektonoekip maka

hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawabh ini.

TABEL IV

M ata Pencaharian

No Pekerjaan Jumlah
1 PNS 78

2 TNI/ Polisi 2

3 Swasta 30

4 Wiraswasta 305
5 Tani 148

6 Pertukangan 34

7 Buruh Tani 119

Jumlah : 716

Dari tabel tersebut dapat dilihat mayoritas penétubaekerja pada
sektor wiraswasta dan buruh tani. Penduduk Jamlamta pmumnya
bekerja sebagai buruh dan berdagang sehingga aebalgesar

penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan, kesenian yang berkembang di masyariditod adalah
kesenian wayang, campur sari, hadroh dan dangdugamn yang paling
maju adalah kesenian dangdutan hal ini dikarenaetrggian masyarakat
memiliki kelompok sehingga secara langsung mengegkzn dan
mempertahankan kesenian dangdutan. Untuk mempekamaksistensi
kesenian dangdutan, setiap tanggal 17 Agustus pengpatan dengan

peringatan HUT RI di adakan tontonan dangdutan, ekaerbiasa
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menyebutnya dengan Organ TungbBerikut di bawah ini tabel kesenian

yang ada di dusun Jambon.

TABEL V

Kelompok Kesenian

No Jenis Kesenian Jumlah

1 Hadroh 1

2 Dangdutan 2
Jumlah 3

Kehidupan beragama penduduk dusun Jambon sanggtt dak damai,
meskipun agama Islam bukan satu-satunya agama ¢h@ndagama Kristen
Katolik juga berkembang walaupun hanya minoritagmuan mereka
senantiasa hidup bardampingan, saling menghormttiaasatu dengan yang
lainnya, bahkan ada beberapa keluarga yang hidufaimgingan dalam satu
rumah walaupun berbeda keyakinan. Contohnya dalatnalga Slamet
Suyamto, ia menuturkan: “walaupun pak Priyo Sudaperagama Islam serta
berbeda keyakinan yang penting hidup rukun, tentraerta saling

menghormati’®

Penduduk dusun Jambon memiliki tingkat gotong rgygang tinggi,

ikatan keakraban yang kuat antara penduduk yangghmera Islam dan

* Yang dimaksud Orgen tunggal adalah anggota kelempssik dangdut dengan alat

musik yang minimalis biasanya hanya menggunakdnalaik keyboard dan beberapa penyanyi

® Wawancara dengan Slamet Suyamto, Dusun Jamboagérsber 2008.
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Katolik, mereka senantiasa melakukan gotong roysega saling tolong
menolong dalam setiap acara baik acara hajatakawsran, maupun sunatan
mereka bersatu membantu penduduk yang mempunyaiahapaik yang
beragama Islam maupun Katolik. Hal ini bisa dililpgida acara selametan
orang Islam. Bagi pemeluk Katolik jika mereka mequata undangan
Selametan, maka akan menghadirinya serta mengikagesi acara dari awal
sampai selesai demikian juga sebaliknya. berikogtltaemeluk kepercayaan

yang penduduk Jambon anut.

TABEL VI

Jumlah Penganut Agama®

NO Agama Jumlah
1 | Islam 425
2 | Katolik 52
3 | Protestan 10
4 [ Hindu -

5 | Budha -
Jumlah : 487

® Data Monografi Dusun Jambon 2007
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TABEL VII

Sar ana Peribadatan’

NO Peribadatan Jumlah
1 Masjid 7
2 Mushola 3
3 Gereja 1
Jumlah : 11

Walaupun Islam merupakan agama mayoritas yang diatheh
penduduk Jambon namun sangat sayang sekali tingkagragamaannya
sangat rendah sekali, terutama dalam melaksan&leatah-ibadahmahdah,
seperti sholat, puasa. Penduduk banyak sekali ggdaraturan-aturan agama
seperti minum-minuman, berjudi sampai ada sebullaiga antara anak dan

bapaknya sering bersama-sama berjudi.

Walaupun religiusitas penduduk sangat rendah naadan satu hal
menarik dari para penduduk dusun Jambon yaitu mhrikdsangat antusias
sekali dengan pengajian dimana ada pengajian diakdaBusun Jambon
selama masih bisa dijangkau mereka akan menghpeitgajian tersebut,
bahkan pernah menghadiri pengajian sampai ke d&dasén kota sekalipun,

mereka bersemangat dan berduyun-duyun untuk meiniyyad

Patut disayangkan walaupun para penduduk aktifsdagat antusias

sekali dengan pengajian-pengajian kebiasaaan buerkka selalu di bawa

" Data Monografi Dusun Jambon 2007
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kemanpun mereka pergi seperti minum-minum dan dgrmpenyusun pernah
mengikuti bersama dengan para penduduk dusun Jannbe@mghadiri
pengajian di daerah Cawas sebagian pemuda yangvekiu masih dalam
perjalanan mereka membawa minum-minuman yang dkusgdengan
plastik, jadi sangat disayangkan sekali semangasaya yang dimiliki tapi
tidak dibarengi dengan semangat memahami mengamalka mematuhi

aturan-aturan agama.

Penyusunan skripsi ini menggunakan 3 responden &itapi, nara
sumber yang penyusun teliti difokuskan kepada saltyek saja yang
mewakili dari keseluruhan pasangan perkawinan. Bagyusun jumlah ini
cukup dapat mewakili dan menggambarkan kondisigweirkan sirri di Dusun

Jambon.

Jika dilihat dari keterangan di atas, dapat disikgu bahwa
masyarakat Dusun Jambon dalam keadaan sejahtérdapat dilihat dari
sikap yang saling hormat menghormati dengan yatg éan yang lainnya,
walaupun demikian tingkat pendidikan dan pemahamgama penduduk
Dusun Jambon umumnya sangat minim, kurang pemahaenhadap ilmu
agama dan kurang sadarnya pemahaman masyarakatiskiastentang
pentingnya perkawinan yang legal dicatatkan di pegayang berwenang,
masyarkat di Dusun Jambon ini kurang begitu memaddampak pernikahan
sirri. Bisa dimaklumi kenapa nikah sirri sangat akarseakan-akan menjadi
tradisi, kondisi tersebut semakin parah karenaktiadanya dukungan atau

sosialisasi dari semua penduduk dan pemerintampate Tidak ada tindakan
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yang tegas untuk mencegah dan mensosialisasikarpatamikah sirri
tersebut, ketidaktegasan aparat dusun Jambon medskaat penduduk berani
untuk melakukan nikah sirri. Berikut tabel tingkegndidikan dan dan tingkat

keberagaman responden :
TABEL VII1

Data Pendidikan Responden®

No Nama Tingka Pendidikan
1 Suyono SD

2 Sumarjo SD

3 Shonda D3

4 Mujiono SD

5 Mujini SD

Pada umumnya masyarakat Dusun Jambon yang melagekaikahan
Sirri sangat minoritas, akan tetapi tidak mengetadampak pernikahan
tersebut apabila terjadi putus perkawinan yangibizdkan karena perceraian

ataupun kematian, yang implikasinya terhadap seadiata, anak dan istri.

Oleh karena itu penyusun menganalisis masalah temagi di Desa
Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten terffadamena nikah sirri
yang bercerai berbuntut pada pembagian harta bersdami pasangan

tersebut.

8 Nama Responden Inisial Sesuai dengan Kesepakatara Penyusun dan Responden
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B. Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri yang Bercerai di
Desa Jambon, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

Berangkat dari fenomena tentang nikah sirri terpguembagian harta
bersama di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabulktim, pasangan
nikah sirri tersebut adalah si A dar?, Bnenikah pada tahun 2006, bulan
September pada tanggal 21. Perkawinannya tersdébktikbn dengan cara
nikah sirri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kdeop&laten oleh
penghulu dan beberapa keluarga dan saksi. Dariapérinnya tersebut,
melahirkan seorang anak laki-laki, pada akhirny&aeinan tersebut kandas

(cerai) di tengah jalan, setelah anaknya I¥hir.

Proses perceraian penikahan dari pesangan nikadidiresa Jambon
lebih singkat dan lebih sederhana dibandingkanesrgeerceraian menurut
UU Perkawinan. Jika pasangan suami istri tidak kpqwoses perceraian
biasanya dimulai dengan menyampaikan ketidakcocdkasebut kepada
keluarga masing-masing dan sekalian menyampaikah urituk bercerai.
Setelah itu biasanya pihak wanita tidak mau kemkmliumah suaminya. la
menetap di rumah orang tuanya atau keluarga dekattikenal dengan
istilah “pulang rumah” dan dalam ungkapan sekarang lebih dikenal dengan
pisah ranjang. Jika sudah didamaikan mereka ngdak mau rukun masalah

ini dibawa ke tokoh atau pimpinan desa untuk memagberceraian. Maka

° Untuk menjaga privasi dari objek kajian, untukasgtnya dalam penelitian ini, nama
terang dari responden diganti dengan si A dan B.

0 Wawancara dilakukan di kediaman responden, padaSemin tanggal 15 September
2008, pukul 10.00 WIB. Wawancara dilakukan dengaitoafe wawancara bebas.
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perceraian menjadi sah. Selama menjanda atau mendumka keduanya

diperkenan lagi untuk menikah bagi yang menghemyaki

Setelah adanya perceraian muncul beberapa masatalpabangan
tersebut, karena sang istri menuntut hak hartaabeasselama perkawinan,
dari sinilah problem utama yang perlu diteliti ddikaji lebih lanjut. Dalam
tradisi Desa Jambon Harta dalam perkawinan terbggi kelompok, harta
bawaan, harta warisan dan harta bersama. Hartarberatau yang lebih
dikenal dengan gono gini. Harta bersama diperolelansa perkawinan

berlangsung dengan tidak mempersoalkan jerih payading-masing pihak.

Ketika persoalan suami isteri yang nikah sirri leeac baik dengan
cara perceraian atau karena meninggal dunia, daganbagian harta bersama
masyarakat di Desa Jambon lebih cendrung menggnrtakeum adat yaitu

dengan cara musyawarah keluarga dengan perangana’udetempat

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan diaDéambon
Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, maka diperoleghrdangenai perkara
pembagian harta bersama dari pasangan nikah aig perupa barang yang

diperoleh selama perkawinan berlangsung di antarany

1. Cincin emas, dibeli tanggal 11 Oktober 2006 dergega Rp 330.000;

2. Satu buah sepeda Federal tahun 1992;

1 Wawancara dengan Mbah Aris Wardoyo salah satuhtekdesa Jambon, wawancara
dilakukan di kediamannya, Pada hari Selasa, targ)8eptember 2008, pukul. 16.30 WIB.

12\Wwawancara dengan Bapak Samiran selaku Kepala Ddskediamannya, pada Kamis 2
Oktober 2008, pukul. 18.30 WIB.
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3. Barang-barang elektronik berupa: TV, VCD, tape.t/at rumah tangga
seperti  kulkasfreezer, mesin cuci, mesin jahit merek Butterfly, mesin
obras Singer;

4. Perabotan rumah tangga berupa: tempat tidur, hufmari, meja dan
lain-lain.

Pembagian harta bersama dari pasangan nikahmsidemngan membagi
semua harta yang disebut di atas dengan mengguma&kanisme hukum

adat dan secara kekeluargaan.

Jika suami-isteri yang akan bercerai berperkaragerea harta gono-
gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khyang diberlakukan.
DalamKompilas Hukum Islam pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak mendapat sepgiuhgian 50 %) dari

harta bersama, sepanjang tidak ditentukan laimdpkrjanjian perkawinan.

Akan tetapi pasangan suami-isteri di Desa Jamitak tberperkara di
Pengadilan Agama (dalam arti nikah sirri), yaitulakakan musyawarah
sendiri, oleh karena itu harta gono-gini sebenadgat dibagi menurut cara
lain, yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan daarebari kedua pihak
(suami-istri) yang bercerai. Atau dibagi menurutspatase masing-masing
pihak jika diketahui jumlahnya.

Adapun adat yang ada di Desa jambon, pembagianegygad sama
rata dengan menghadirkan mediator ulama setempat lsgluarga masing-
masing pasangan. Fungsi mediator di sini lebih rastgpada penengah dari

kedua belah pihak, mediator juga berperan dalambpgran harta dari
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pasangan tersebut selama perkawinan berlangsurgamgembagian sama
rata, hal ini bertujuan untuk menciptakan keadidan kedua belah pihak.

Dari hal ini penyusun menganalisis bahwa penyed@sharta bersama
dari pasangan nikah sirri merujuk pada hukum adagan menempuh jalan
musyawarah kekeluargaan, yakni suami dan isteri ingamasing
mendapatkan setengah (50 %). Ini menunjukkan badtwean pembagian
harta bersama yang berlaku di Indonesia (pembaggama rata) bukanlah
ketentuan yang sifatnya wajib menurut syara’. Karpembagian sama rata
hukumnya secara syar’i tidak wajib, melainkan mufzdieh). Lalu ketentuan
mubah ini diadopsi dan ditetapkan menjadi hal Esrsmengikat. Jadi
pembagian sama rata itu sebenarnya hanya satamildari sekian pilihan
yang ada mengenai cara pembagian harta bersaman Batu-satunya pilihan
yang tidak boleh menempuh cara pembagian lain.

Pembagian harta bersama pasangan nikah sirri yilakgykan di Desa
Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten adatejanleara sama rata,
dengan tetap memakai asas musyawarah yang melibgigea ulama’
setempat dan pihak masing-masing keluarga, sehitidgla ada pihak yang

merasa tersisihkan atau dirugikan.



BAB IV
ANALISISTERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI
PASANGAN NIKAH SIRRI DI DESA JAMBON KECAMATAN PEDAN
KABUPATEN KLATEN

Pembicaraan mengenai hukum dan masyarakat tidakat dap
menghindarkan diri dari pembahasan tentang bagairhekum itu berkaitan
dengan keadaan sosial yang melingkupinya. Sekahpinm itu merupakan
sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namurhsatgang menarik bahwa

justru hukum hampir senantiasa tertinggal di beigkabyek yang diaturnya.

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa perbincangangenai
perkembangan hukum dan keadaan sosial merupakaentit@s yang tidak
dapat dipisahkahBegitu pula perkembangan hukum dalam konsteléeinls
yang menjadikan interaksi sosial dirasa penting.jud/uinteraksi sosial
semacam ini, semakin mempercepat laju perubahaad.9dampak perubahan

sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan améai-nilai lama dengan

! Beberapa catatan penting tentang perubahan sasd@midkaitannya dengan perubahan
hukum Islam, baca Muhammad Khalid Mastglamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq
Al-Shatibi’s Life and Though@Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad,7)},9hIm. 1-5,
20-24 dan 287-311; idenfilsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosalih bahasa Yudian W.
Asmin (Surabaya: Al-lkhlas, 1995), him. 23-28, 42-297-311 dan 329-342; Khaled M. Abou El
Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Ottatif, alih bahasa R. Cecep Lukman
Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), him. 211-220 d&25%B; Lihat juga Fazlur Rahmalsjam dan
Modernitas: Tentang Transformasi Intelektua)ih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-2
(Bandung: Pustaka, 2000), him. 32-36; ideMembuka Pintu ljtihad,alih bahasa Anas
Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka, 1995), [165-271; idem/slam, alih bahasa Ahsin
Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Pustaka, 2000), 8ii6-393.
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nilai-nilai baru, tapi juga menyebabkan kesenjangatara hukum Islam yang

telah mapan dengan realitas sosial yang terus risniperubahan.

Hukum Islam biasanya didefinisikan sebagai hukumgydersifat
religius, sakral dan suci, yang karenanya abadipié dari hal tersebut
asumsi yang berkembang menuntut kemampuan adagdasiya (hukum
Islam) menghadapi tantangan perubahan sosial. Bagakah hukum
semacam itu menghadapi tantangan perubahan yangkiserkompleks?
Pertanyaan fundamentalistik ini tentunya diajukatach upaya menampilkan
problem adaptabilitas hukum Islam dalam berintéraksngan berbagai
budaya manusia dan menjawab tantardjsooursekontemporer.

Dalam pandangan Islam, setiap individu dalam rurtaagga punya
hak sendiri-sendiri atas harta yang dimilikinyaa®i punya harta dan harta
itu miliknya sepenuhnya. Isteri punya harta dantehatu milik dirinya
sepenuhnya. Demikian juga anak-anak, mereka pumya tan harta itu milik
diri mereka sendiri. Namun dari sebagian hartaknsiliami itu, ada kewajiban
untuk memberikan sebagiannya untuk isterinya seb@flah, yaitu selama
mereka masih menjadi pasangan suami isteri. Begarafkah itu ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara suami dan istemildénya sangat mungkin
berbeda antara satu keluarga dengan keluarga &inny

Berangkat dari hal tersebut, maka kepemilikan hsw@mi dan isteri
dalam masa perkawinan mereka tidak lepas darida)(tkategori berikut:
Pertama, harta milik suami sajayaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa

kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya hareng diperoleh dari hasil

2 Ghufron A. Mas'adi,Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembahar
Hukum Islamget. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998),3v-58.



7C

kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah #agaterinya, atau harta
yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami sddarsus, atau harta yang
diwariskan kepada suami, dan sebagaiRydua, harta milik isteri sajayaitu
harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa kepekaiti suami pada harta itu.
Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari h&srja isteri, atau harta
yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk istatau harta yang
diwariskan kepada isteri, dan lain-laiketiga, harta milik bersama suami
isteri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseoran@desuami isteri,
atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yaigldoleh suami isteri
dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.

Dalam istilah figih, kepemilikan harta bersama disebut dengan
istilah syirkah amlak, yaitu kepemilikan bersama atas suatu bersarikah
al-’ain). Contohnya adalah kepemilikan bersama atas artg diwarisi oleh
dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua oratag, laarta yang dihibahkan
orang lain kepada dua orang itu, dan yang semaamny

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengaitals harta gono
gini, yaitu harta milik bersama suami isteri ket&aami isteri itu bercerai.
Inilah manat(fakta) yang hendak dihukumi. Bagaimana pembalgsata gono
gini ini menurut syara’?.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal istilata lgono gini,

Sebab tidak ada ngsng secara eksplisit menerangkan hal tersebikt,diaai

® Tagiyuddin An-NabhaniAn-Nizam Al-Igtisad fi Al-Islam (Beirut: Dar al-Fikr,
1999), him, 150.
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Al-Kitab maupun As-Sunnah. Kalaupun ada maka penyelasaiannya
bergantung pada kesepakatan antara suami danbistdesarkan musyawarah
atas dasar saling rida. Inilah yang disebut dengasu/hu (perdamaian) di
antara suami isteri. Dalil pensyariatan perdamaiatara suami isteri antara

lain :
vl_w)q}d\d_ww\dy)Otwklwi\)\g.b)&}}\dj}djjo.&&&
P P YOU T (P A PR P P W N R U P o N

Sb\ﬁ}t)tc‘}l% e Lbf?n Yl‘ﬁbjf;

Imam AsSan’ani menerangkan hadis di atas dengan berkata :
o ey G g o plally QS e el el (Lol el slodall (3 5
clally Jlo o palls” o)A (B el sl Gy ellally Wslally 22U asd)

* Melihat skripsi M. Ridho, “Putusan Pembagian H&tasama Pasangan Suami Isteri
Yang Murtad di Pengadilan Agama Sleman”, skripdaki diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan
Kalijaga, 2001). Berbeda dengan hukum Barat yangishanembagi dua harta bersama bila
bercerai, dalam yurisprudensi Islam tidak mengestidééh harta bersama. Kecuali bila suami isteri
itu membentuk sebuah usaha bersama semacam penusaieka bila mereka sepakat bercerai,
belum tentu usaha bersama yang mereka miliki hamsar. Kalau pun harus bubar, maka
pembagian asset-asset perusahaan itu diputuskaai sieigan perjanjian dalam perusahaan itu,
tidak ada kaitannya dengan hubungan suami istésallya, suami isteri sepakat membuka toko
dengan modal dari harta suami 75% dan dari hatif isieri sebesar 25%. Maka kalau mereka
bercerai, toko itu tidak harus bubar. Apalagi bilsnis itu tetap menguntungkan, mereka tetap bisa
mengelola bersama toko itu meski sudah bukan sustei lagi. Kalau pun toko itu mau
dibubarkan juga, maka hak suami atas asset tokadlah 75% dan hak isteri 25%. Tapi yang
jelas, Islam tidak mengenal harta bersama antamisisteri, di luar usaha bisnis yang mereka
jalankan. Maka harta suami milik suami dan harteriismilik isteri, dan jika terjadi perceraian,
maka tidak ada secuilpun dari harta suami yangshdiherikan kepada isteri. Dan tidak ada secuil
punharta isteri yang harus dibagi kepada suami.

5 Imam AsSan’ani, Subulus Salam (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), IV : 246, hadis n?218
lihat juga asy-SyaukanNailul Autar, 8/463, hadis n0.2325
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o S ol pay i 311 g el My Rk y SSLYT 3 by 15) ey olail
Smllall b 2 cleadl

Dengan demikian, berdasarkan dalil hadis ‘Amr bhuf* Al-Muzni
RA di atas, jika suami isteri bercerai dan hend@&ninagi harta gono gini di
antara mereka, dapat ditempuh jalan perdam@aiasu/au). Sebab salah satu
jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami (gkesulhu baina az-
zaujain), atau perdamaian tatkala ada persengketaan menggna bersama
(amlaak).

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gamobgrgantung
pada musyawarah antara suami isteri. Boleh suamdapat 50 % dan isteri
50 %. Boleh suami mendapat 30 % dan isteri 70 %ehbgula suami
mendapat 70 % dan isteri 30 %, dan boleh pula pgmibadengan nisbah
(persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oksa’syselama merupakan
hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasaterelaan masing-
masing. Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islamgng diterapkan
dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suataii tidaklah dibagi,
kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam PaséH) disebutkan :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berkpkrdua dari

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dpkjanjian perkawinan®

® As-San’ani, SubulusSalam ..., IV : 247.

" Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia Jakarta: Gema Insani Press, 1994), him. 106
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Peristiva pembagian harta bersama dari pasanga sikri tersebut,
riil terjadi di Desa Jambon kecamatan Pedan Kalmpdlaten. Pada
umumnya masalah pembagian harta bersama dari @asg@egnikahan yang
legal diselesaikan di pengadilan agama, begitu pleyagan pasangan nikah
sirri biasanya yang terjadi di masyarakat umum retsaikan di pengadilan
agama dengan syarat melakukabar nikah lebih dahulu. Sedangkan tradisi
pembagian harta bersama di Jambon terutama bagkangang melakukan
nikah sirri di selesaikan di luar pengadilan, grirmereka tidak melakukan
isbat nikah, dan mereka lebih memilih menyelesaikannysgde mekanisme
kekeluargaan dengan mediator ulama’ setempat dedgsar hukum yang
berlaku di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam terhadap pembagiatahmersama yang
terjadi di Desa Jambon dapat dilihat dari dua daigekok dalam hukum
Islam, yakniA/- ‘Adah al-Muhakkamah ataual’Urf dan al-Maslahah

Dari perspektif A/-‘Adah al-Muhakkamah, pembagian harta bersama
yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Jachgoat dipandang sebagai
hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal itaris memandang peraktek
tersebut sebaga#/’Adar atau al-U’rf yang terjadi pada satu masyarakat
tertentu. Sehingga dari kacamata sosial, pembdugata bersama tersebut
dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudaygkakarena nilai-
nilai yang pantas menurut suatu masyarakat meruapaiemifestasi dari hati
nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisgklingan yang
melingkupi budayanya. Kondisi lingkungan yang bdebgada masyarakat
yang berbeda akan menyebabkan variasi yang berbeda.

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap dttatlisi) amat

bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agamarsaliveintuk seluruh
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dunia). “wajah” Islam pada berbagai masyarakat aluidiaklah harus sama
(monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetapligtupi oleh wihdat al-
manhaj (kesatuan manhaj) yaitd-manhaj al-Nabawi al-Muhammadi.*

Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif temgehukum Islam
menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengendnsur-unsur yang
dapat menjadimadarat (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan
merugikan) bagi ummat Manusia. Sehingga dalam p#skegannyaal- ‘urf’
atau tradisi secara general meliputi tradisi Waik ‘urf al-sahih) dan tradisi
buruk (a/- ‘urf al-fasid). Dalam konteks ini, tentu sajd- ‘urf bermakna segala
sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik‘Baik” disini adalah sesuai
dengan tuntunan wahyu.

Sedangkan dari perspektf-mas/ahah, yakni mengambil manfaat dan
menolak kemudlaratan dalam rangka memelihara tujujaan syara’, maka
fenomena pembagian harta bersama dari pasangasbuersiselesaikan
dengan hukum adat dan jalan musyawarah dan tergakirelaan masing-
masing kedua pihak, secara substansinya dapainditeakan tetapi untuk
menjaga hal-hal yang dapat merugikan yang kergpdiepada mekanisme
pembagian harta bersama, tentunya harus ada kejeldsn kesepakatan
bersama yang lebih konkrit.

Dari penjabaran di atas, maka pembagian hartarbargang terjadi di
Desa Jambon masih relevan dengan nilai-nilai Isldemgan catatan untuk
kemaslahatan kedua belah pihak, hal ini diperkwatgdn adanya kaidah
hukum ‘al-A’dah al-Muhakkamah (<S>l 5211) yang mana hukum adat bisa di
jadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertgatardengan hukum

syara’.

8 Ibid., him. 7-9.
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PENUTUP

A. Kesmpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bakhtdtdmaka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya, pembagian harta bersama pasaikgh sirri yang
dilakukan di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupdtden adalah
dengan membagi harta tersebut sama rata dengangomei@n adat
setempat dengan tetap memakai asas musyawarahmglitzptkan para
ulama’ setempat dan pihak masing-masing, sehirigg& ada pihak yang

merasa tersisihkan.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat disimgarn bahwa pembagian
harta bersama yang terjadi di Desa Jambon, Kecanfatdan, Kabupaten
Klaten masih relevan dengan hukum Islam dan perahaga dilakukan
dengan musyawarah dan kerelaan kedua belah pilmakekaal ini sesuai

dengan menggunakan kaidah atau pririglpd "dah al-Muhakkamah ( 3=

daSall)
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B. Saran-saran
Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenangamyusun
memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapznfeat khususnya
bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Penelitian mengenai pola tradisi pada satu masgatakentu merupakan
penelitian lapangan yang menuntut seorang penaelitik bersifat objektif,
karena itu bagi peneliti yang tertarik dengan pé&aal ini hendaknya
menyiapkan terlebih dahulu perangkat metodologigyaepat, karena
pemilihan metodologi dan pendekatan yang digunaksangat
mempengaruhi sebuah hasil dari penelitian.

2. Dalam penelitian ini semacam ini hendaknya penytisiak berhenti pada
penilaian normatif, karena tujuan penelitian inkdolah mengadili atau
menilai sebuah pemaknaan dan pengejawantahanngan dahidupan,
akan tetap untuk memahami, memaparkan dan mergelagljala-gejala
dan fenomena sosial yang terjadi di tengah masgarak

3. Diharapkan kepada para ulama’ setempat khususryasilin Jambon dan
lembaga-lembaga yang berada di bawahnya untuk dagatosialisasikan
permasalahan dalam bidang perkawinan khususnyalahapambagian
harta bersama pasangan nikah sirri yang semakiaknsaat ini. Dengan
demikian masyarakat dapat memahami masalah tersgéhot dapat
merasakan arti pentingnya pernikahan secara ldgaltatkan di pegawai

KUA).



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RdJ-Qur'an dan Terjemahnyeurabaya: Mahkota, 1990.

B. Kelompok Hadis

Abu ‘Isa Muhammad Ibn Sah, Sumn at-Tirmiz;, Beirut: Dar al- Fikr,
1414/1994.

As-San’ani, SubulusSa/am, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Sulaiman, Abu Dawud, Sunan AbiDawud, ttp: Dar al-Fikr.

C. Kelompok Figh dan Usul Figh

al-Jaziri, Abdu ar-RahmaiKitab al-Figh ‘ala al-Mazzhib al-Arba’ah Mesir: al-
Tijariyyah al-Qubra, 1996.

al-Khatib, Muhammad SyarbiniMughrr al-Muhtzj Ma'rifat7 Ma’ani Alfaz,
Mesir: Mustatad al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1958.

Basit, Abdul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Stattkah Sirri Di
Indonesia,”skripsi tidak diterbitkan, YogyakartaAlN Sunan Kalijaga,
2002.

Basyir, Ahmad Azhardukum Perkawinan Islany,ogyakarta: Ull Press, 1999.

Dadi NurhaediNikah dibawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasisyeaja),
Yogyakarta: Saujana, 2003.

Hamid, ZahriHarta dan Milik dalam Hukum IslanY,ogyakarta: PT. Bina Usaha,
1985.

Husen Ali Turhamain,Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap
Rahasia Emansipasiet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992.

Ismail Muhammad SyahPentjaharian Bersama Suami Istedakarta: Bulan
Bintang: 1965.

77



78

Ismuha,Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudindang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islaiakarta: Bulan Bintang, 1986.

J. SatrioHukum Harta PerkawinarBandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.

Lukito, Ratng Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adatndiohesia,
Jakarta: INIS, 1998.

Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah Di bawah Tangadan Status Anaknya
Menurut Hukum Islam dan hukum Positiflimbar Hukum No 28 tahun
VIl, 1996.

Mukhtar, KamalAzaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawjndekarta: Bulan
Bintang, 1974.

M. Zuhdi Muhdlor Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Ceran d
Rujuk) Menurut Hukum Islam,UU Nomor 1 Tahun 1974} Nomor 7
Tahun 1989 dan KHI di Indonesi@et. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Nasution, KhoiruddirHukum Perkawinan, ledisi revisi Yogyakarta: Tazzafa dan
Academia, 2005.

Raharjo,SatjiptoHukum dan Masyarakatet. ke-3, Bandung: Angkasa, 1984
Ramulyo, Mohd. IdrisHukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Isladakarta: Sinar

Grafika, 1995.

Rofig, Ahmad Hukum Islam di Indonesjacet, ke-3, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1998.

Sabiq As-Sayyid,Figh as-SunnahBeirut: Dar al-Fikr, 1983.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan
Yogyakarta: Liberty, 1986.

Thahariyyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persgbn Pembagian Harta

Bersama Dalam Perkawinan”, skripsi tidak diterbitk¥ogyakarta: 1AIN
Sunan Kalijaga, 2001.

78



79

D. Kelompok Buku lain

AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam]akarta: Akademika Pressindo, 1992.
Ali Affandi, Hukum Perkawinan Indonesidakarta: Bina Aksara, 1986.

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor,al-‘Asri kamus arab-Indonesiacet. ke-1
Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Abdullah, Abdul Gani,Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
IndonesiaJakarta: Gema Insani Press, 1994.

B. Teer Haar,Asas-asas dan Susunan Hukum Addth bahasa Soebakti
Poesponotalakarta: Pradnya Pramita, 1960.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agarfdampilasi Hukum Islam Di
Indonesia Departemen Agama, 1991,1992.

Hadi, SutrisnoMetode Researctyogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hadikusumo, HilmanHukum Perkawinan AdaBandung: Citra Aditya Bhakti,
1993.

Harahap,M. Yahy&edudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agaretke-
3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harta Gono-Gini Dalam Kehidupan Rumah Tangga, ‘httfhwww.e-
Psikologi.com /keluarga/sengketa, htm. Akses tantfgéaret 2008.

Hasbul, WannimadPerkawinan Terselubung Di antara Berbagai Pandangan
Jakarta: Golden terayon Press, 1994.

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1&karta:
Tinta Mas, 1976.

Hoetomo Kamus Lengkap Bahasa Indonestairabaya: Mitra Pelajar, 2005.

Munawwir, Ahmad Warsonal-Munawwir Kamus Arab-IndonesiaSurabaya;
Pustaka Progressif, 2002.

Nata, Abuddin, Metologi Penelitian Islam cet. 1V, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2000.

Prodjodikoro, WirjonoHukum Perkawinan di IndonesiBandung, Sumur, 1981.

79



8C

Saifullah, Muhammad dkk, Solusi Permasalahan Keluargacet. ke-1,
Yogyakarta: Ull Press, 2005

Shadily, HasarEnsiklopedi Indonesialakarta: Ichtiar Baru, 1982.
Shihab, M. QuraishPerempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'a
Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai BiasuBdeakarta:

Penerbit Lentera Hati, 2006.

———————— , Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudfl Atas Berbagai Persoalan Umat,
Bandung: Mizan, 1996

Sodik, Mochamad (edt),Telaah Ulang Wacana Seksualitazet. ke-1,
Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN dengan Depag. Rl Maill-lIESP-
CIDA, 2004

Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdat3akarta: Intermasa, 1982.

SudarsonoHukum Perkawinan Nasional, Cetlgkarta: Bhineka Cipta , 1991.

SudartoMetode Penelitian Filsafatlakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Thalib, SayutiHukum Kekeluargaan Indonesi#gkarta: Ul Press, 1992.

80



LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

No [ HIm | FN |

Terjemahan

BAB |

Dan setiap sesuatau kami jadikan secara berpasesaggarn
agar kamu mengingat kebesaran Allah

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, dengan

diciptakannya bagimu pasangannya masing-masingr

aga

kamu merasa nyaman dengannya, dan Allah menjadikan
diantara kamu mawaddah wa rahmah sesungguhnya gdalam

hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesarannya dvagg
yang berfikir.

Sesungguhnya aku shalat, aku puasa dan berbuka

dan

menikahi perempuan, maka barang yang membenci Bunna

Ku maka bukan dari golonganku

10

15

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, dengan

diciptakannya bagimu pasangannya masing-masingr

aga

kamu merasa nyaman dengannya, dan Allah menjadikan
diantara kamu mawaddah wa rahmah sesungguhnya galam

hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesarannya dvagg
yang berfikir.

12

21

Umumkanlah pernikahan ini, laksana pernikahan dsjichal

masjid, dan pukullah/bunyikan rebana-rebana untuk

menyambutnya

BAB 11

24

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujangtalia
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.

24

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak gy
kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi bagsstaelum
dia menikah dengan suami yang lain

24

Nikah adalah agad yang memperbolehkan untuk mefig
dengan lafadz nikah atau tazwij atau mana diakdaanya

24

Nikah adalah agad dengan lafadz nikah atau tazewgdn
cara diucapkan

10

39

31

Harta adal;ah setiap sesuatu yang memungkinkank
dimanfatkan

11

43

41

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, kareriahA
telah melebihkan sebagaian mereka (laki-laki) atzagiar
yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-ag

—

dar

an

gau

untu

telah menafkahkan hartanya.




12

44

52

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana tempat kamu

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah k
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati mereka

amu

13

46

57

Allah berfirman: Aku (Allah) adalah orang yang ket
diantara dua orang yang bersrikat selama mere&k sdling
menghianati, apabila terjadi penghianatan maka
meninggalkan keduanya.

aku

BAB IV

14

71

Dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni RA, bahwa Rasulullah SW

bersabda,”Perdamaian adalah balebntara kaum muslimin,

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal

dan

perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum

muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antaereka,

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal damatsya

yang menghalalkan yang haram.”

15

71

“Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian)adi
beberapa macam; perdamaian antara muslim dan

perdamaian antara suami isteri, perdamaian an&oamipok
yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaiarrahaa

orang yang bertahkim kepada gadhi (hakim), perdamai

dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberiaih umazk
sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaiéuk
memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa
terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan rek-h

kafir,

jik




Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

At-Turmuzi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin IsaSnirrah. Beliau

dilahirkan di kota kecil di pinggir utara Sungai dida, sebelah utara Iran.
Lahir pada bulan Zulhijjah 200 H/824 M. Karya Beligang terkenal adalah
kitab Sunan at-Turmuzi dan kitab Ilal al-Hadis. iBelwafat di Turmuz pada
akhir Rajab Tahun 297 H/692 M.

Imém Abu Dawud
Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletahtara Iran dan Afganistan).
Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. @atama yang pernah
menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, ‘dsrbin Abi Syaibah dan
Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah memadidnya antara lain
an-Nasa’i, at-Turmuzi, Abu ‘Awwanah dan lain-laiBeliau dikenal sebagai
ulama yang sangat teliti dan populer lewat karysrya yang berjudués-
Sunan atau biasa disebuBunan Abu DawudKitab ini berisi beberapa
himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwggatdlama ahli hadis
dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Dauteimasuk kelompok
al-Kutub al-Khamsah(lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di
Basrah pada hari Jum’at tanggal 16 Syawal 275 & patan dengan tanggal
21 Februari 889 M.

Iméam asy-Syafi’i
Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin ‘Abbas tisman bin Syafi’
bin Sa’ib bin ‘Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bit\bdi Manaf bin Qusaiy.
Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagiartaselRalestina pada tahun
150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telahlf@f@ur'an 30 juz. Pada
usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belp@ada Imam Malik.
Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dangaurid Imam Hanafi.
Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, #ata-kota lainnya untuk
menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang uldmesar yang mampu
mendalami dan menggabungkan antara metode ijtifttadHanifah dan Imam
Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya seryding mandiri. Beliau
sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalanwafata itu ada
keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya belinayakasekali dan yang
paling terkenal dan sangat monumental adalah kitaim (kitab induk),al-
Mabsut(figh) danar-Risalah(usul figh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822
di Mesir.



Imam Malik bin Anas
Nama lengkap beliau: Abu ‘Abdillah Malik bin AnasnbMalik bin Abu
‘Amir bin ‘Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H 712 M, di kota
Madinah. la adalah seoramgam Dar al-Hijrah dan seorang fakih, pendiri
mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewagng melebihi
para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam ladis dan memangku
jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumentelrdai dengan kitabaf-
Muwattd, yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus gabkitab figh. Di
samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpuikaoleh murid-
muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab vyaiitgerd nama al-
Mudawwanah al-Kubrayang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki.
Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hu&iam al-Qur'an, al-
hadis, ljma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Nt terutama tradisi para
Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin KhatBadiau wafat pada
tahun 179 H/ 795 M di Madinah.

Muslim
Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkamgaah Abdul Husain
Muslim Ibn al-Hajjad ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisuri. Diantara
karangannya yang terkenal adal@hahih Muslimdan para ulama sepakat
bahwa kitab tersebut statusnya di bagalahih Bukhari

Hazairin

Nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Rsag, S.H, beliau
dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada RB8vember 1906 dari
kalangan campuran Minangkabau dan Bengkulu. Ayahfiy&ahri-putra

Bengkulu-adalah seorang guru, dan kakeknya A. Bakarang mubaligh
terkenal di zamannya. Sedangkan ibunya berasal Memangkabau, etnis
yang terkenal taat beragama. ltulah sebabnya degak Hazairin tumbuh

dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingandmagn, terutama dari
kakeknya sendiri, sehingga kelak dalam karir ikielainya citra keagamaan
terpantul nyata. Hazairin, dikenal sebagai seorah§ hukum dengan
spesialisasi hukum adat, di samping seorang mdjtghng telah mencoba
merambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya ma#héh yang sesuai

dengan kepribadian Indonesia. Atas prestasi dikdddang hukum, yakni
Hukum Adat Dan Hukum Islam, Senat Guru Besar Ul gné&nhkan sebagai
Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakidi#sum Universitas

Indonesia, pada 1952. Hazairin wafat pada 12 Deserh®75 di Jakarta,
dikebumikan dengan suatu upacara militer di tamaakam pahlawan
Kalibata, atas jasa-jasanya, Hazairin dianugerdbih gemerintah bintang
Satya Kencana Widya Sista, Bintang Gerilya dan Bhgkara.

Khoirudin Nasution
Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli selatan (sh@ Mandailing Natal
[madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan gigadi SI di Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok dresantren
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Musthafawiyah Pubabaru, Tapanuli Selatan tahun -19982. masuk IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan seledair akhun 1989. tahun
1993- 1995 mendapat bea siswa untuk mengambil S2cdil university
montreal, kanada, dalam Islamic studies. Kemudiangikuti program pasca
sarjana lAIN sunan Kkalijjaga tahun 1996, dan merngikandwich Ph.d.
program tahun 1999-2000 di mcgill university, datesai S3 pasca sarjana
IAIN sunan kalijaga yogyakarta tahun 2001. padab@gustus 2003 pergi ke
kanada (mcgill university montreal) dalam rangkagoam kerja sama
penelitian (joint research) bersama dr. ian j.doutlan bulan oktober 2003 s/d
januari 2004 menjadi fellow di international insté for asian studies (IIAS)
leiden university. Adapun di antara karya karyamgalah: (1)Riba dan
Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ulb(R) Status Wanita
di Asia Tenggara: Studi terhadap PerUndang-Undangankawinan Muslim
Kontemporer Indonesia dan Malaysia. (3) Fazlur RahmTentang Wanita,
Penyunting. (4) Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kutal, Penyunting/Editor.
(5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Paningan dan
Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih

Ahmad Azhar Basyir

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. dilahirkan di Yogyakart21 November 1928.
ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Nétmgyakarta (1956).
Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar Magister dé&mic Studies dari
Universitas Kairo, mesir. Sejak tahun 1953, iafakenulis buku antara lain:
Terjemahan Matan Tagqrib, Terjemahan Jawahirul Kaiam (‘Agaid),
Ringkasan llmu Tafsir, Ikhtisar llmu Mutalah Had llmu Sharaf dan Soal
Jawab an-Nahwu Wadlih
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Nama Orang Tua

Ayah
Ibu

Pekerjaan Orang Tua

Ayah
Ibu

Riwayat Pendidikan

MIN
MTS
MAK
UIN SUKA

CURRICULUM VITAE

: M. Qomaruddin
: Klaten, 21 April 1984
: Batur, Tegalrejo, Cepegtkh

: M. Sya’ban
: Sri Ningsih

- Wiraswasta
: Wiraswasta

: Lulus Tahun 1996 di Batur

: Lulus Tahun 1999 di Al Huda Boyolali
: Lulus Tahun 2002 di Pandan Aran

: Lulus Tahun 2009
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